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ABSTRAK
ASAD KSH PAJLI (E21110267), Penerapan E-Procurement di Kantor UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, xv + 98 halaman +
1 gambar + 8 tabel +  22 kepustakaan (1998- 2013)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengadaan barang dan
jasa pemerintah dalam menunjang kinerja lembaga pemerintahan. Agar
pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan lebih maksimal maka perlu
dilakukan beberapa usaha. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah
yakni menerapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Dengan diterapkannya E-Procurement ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan E-
Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dari
penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis
data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui
wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan
juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi
dan dokumen yang diperoleh dari UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan
penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan
analisa data deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dengan komponen penilaian McDermont dapat dikatakan
bahwa saat ini penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI secara umum sudah cukup baik. Namun
masih perlu ditingkatkan lagi agar penerapan E-Procurement kedepannya lebih
baik lagi. Hanya yang menjadi masalah utama adalah kualitas sumber daya
manusia yang masih cukup kurang dalam menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi.
Kata Kunci : E-Government, E-Procurement, Kualitatif
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ABSTRACT
ASAD KSH PAJLI (E21110267), E-Procurement Implementation Unit in the
Office of BPDAS Jeneberang Walanae Ministry of Forestry, xv + 98 pages +
1 pictures + 8 table + 22 literature (1998- 2013)
This research is motivated by the importance of government procurement
of goods and services to supporting the performance of government agencies. In
order for government procurement of goods and services for more leverage it
needs to do some business. One way that is done by the government that is
implementing the E-Procurement in the procurement of government goods and
services. With the implementation of E-Procurement is expected to improve the
effectiveness, efficiency, transparency, and accountability.
The purpose of this study was to determine how the implementation of E-
Procurement at UPT BPDAS Jeneberang Walanae Ministry of Forestry as well as
to find out what the inhibiting factors of the implementation of E-Procurement at
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Ministry of Forestry. This research is
descriptive. The type of data consists of primary data obtained directly from the
location of the research through interviews with informants related to the research
problem, and also through direct observation of the research object. While
secondary data obtained from the reference or literature related to material and
documents obtained from the UPT BPDAS Jeneberang Walanae Ministry of
Forestry of Indonesia, as well as scientific papers related to the study. To analyze
the data obtained, the authors use descriptive qualitative data analysis.
Results of research with McDermont assessment component could be
said that the current implementation of E-Procurement at UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Ministry of Forestry in general is good enough. But still
need to be improved so that the implementation of E-Procurement better future.
Only the main problem is the quality of human resources is still quite lacking in
the use of information and communication technology.
Keywords: E-Government, E-Procurement, Qualitative
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Pada akhir abad ke-20 perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi berjalan begitu cepat. Banyak perusahaan yang kemudian
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam menjalankan kerja-
kerja keorganisasiannya. Hal itu merupakan upaya peningkatan pelayanan
rekanan untuk mendapatkan laba yg lebih besar.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet pun
kemudian muncul sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia dalam
memperoleh informasi dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang pekerjaan.
Seiring dengan hal itu, aktivitas-aktivitas manusia mengalami perubahan. Itu
ditandainya dengan banyaknya kegiatan mereka disinergikan bersama komputer
ataupun internet. Melihat hal ini pemerintah kemudian memiliki kewajiban untuk
terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam
menjalankan kerja-kerja pemerintahan untuk pelayanan yang lebih baik.
Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan
teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintahan agar
mampu mengelola data lebih cepat, memperoleh informasi lebih cepat,
melakukan traksaksi dengan pihak-pihak yang menjadi mitra dan masih banyak
lagi manfaat yang didapatkan dari penerapan E-Government ini.
Jurnal Administrasi Negara Universitas Hasanuddin (2006:18)
mengatakan bahwa penerapan E-Government pada negara-negara maju
diperuntukkan sebagai sarana untuk memperbaiki manajemen internal dalam
2rangka meningkatkan pelayanan publik. Tetapi pekembangan E-Government
bukan semata-mata karena perubahan lingkungan strategik namun merupakan
suatu kebutuhan akan penerapan teknologi.
“Refers to the uses of information and communication technology to
improve the efficiency, effectiveness, tranparency, and accountability of
government” (www.worldbank.org)
Berdasarkan defenisi dari world bank di atas maka dapat kita simpulkan
bahwa penerapan internet di pemerintahan menjadikan urusan pemerintah dan
pelayanan publik semakin lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Itu
berarti bahwa penerapan E-Government bertujuan untuk menciptakan customer
on-line, bukan lagi in-line. E-Government bertujuan memberikan pelayanan
kepada publik tanpa ada lagi intervensi-intervensi dan mempermudah pelayanan
tanpa antrian yang bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Perkembangan
teknologi komunikasi informasi memudahkan masyarakat untuk memperoleh
informasi sehingga akan meredam kemungkinan-kemungkinan upaya korupsi
dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga
pemerintahan. Hal ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah melalui akses langsung di
internet.
Searah dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menginstruksikan
kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah untuk mengembangkan E-Government secara nasional. Penerapan E-
Government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan
3informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud
keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku perlahan-lahan
digantikan posisinya melalui pemanfaatan E-Government yang menjadikan
pelayan pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan
pengguna. E-Government menawarkan pelayanan publik bisa diakses 24 jam,
kapan pun dan dimanapun pengguna berada. E-Government juga
memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga
pelayanan menjadi lebih efisien.
Hampir setiap warga negara akan berurusan dengan instansi
pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Beraneka dokumen
kependudukan dan dokumen usaha, mengharuskan warga negara harus
berinteraksi dengan para aparat pemerintah di berbagai lembaga. Sayangnya
pelayanan yang diberikan hingga kini dinilai belum memuaskan. Keberadaan
Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA) di tingkat pemerintah kota atau kabupaten,
belum memberikan layanan yang efektif bahkan masih jauh untuk dapat
dikatakan komunikatif.
Pelayanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang
tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif.
Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk dapat memperkuat
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi,
kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan,
4bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada
pemerintahan dan administrasi publik. (http://teknologi.kompasiana.com)
Beragam lembaga penyedia layanan publik milik pemerintah hendaknya
berkaca dari pengalaman masa lalu, saat banyak kritikan diarahkan untuk
perbaikan kualitas pelayanan publik. Lembaga-lembaga pemerintah selalu
kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP, Surat Izin
Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh
layanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak
terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan
sebagian kecil dari contoh kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal
tersebut tentunya bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah berjalan
selama lebih dari satu dekade.
Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang
baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara
Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki sturuktur birokrasi yang
panjang, gemuk, dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan
publik menjadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta
biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat
menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah adalah sisi lain yang menjadi
kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik.
Indonesia sebagai sebuah negara besar yang sedang membangun, harus
menyadari jika kebutuhan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah
mutlak.
5Di era informasi, pelayanan publik mengahadapi tantangan yang sangat
besar. Hal ini berkaitan dengan relasi antara negara dengan pasar, negara
dengan warganya, dan pasar dengan warga. Dahulu, negara memposisikan
dirinya sebagai pihak yang paling dominan dalam pelayanan publik. Pasar dan
warga negara mau tidak mau harus menerima kondisi pelayanan publik yang
tersedia. Tidak sedikit warga negara yang merasa kecewa dengan pelayanan
publik yang berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh
aparat penyedia layanan tidak ramah dan cenderung berbelit-belit (tidak efektif).
Seiring dengan perkembangan jaman dan logika, kondisi pelayanan publik yang
disediakan mendapat kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas
komunikasi dan pengelolaan pelayanannya, mengingat tidak semua warga
negara dapat menikmati aksesibilitas pelayanan publik yang efektif. Padahal
sebagai amanat perundangan, pelayanan publik seharusnya menyentuh semua
lapisan tanpa terkecuali dan tetap menjaga etika pelayanan.
E-Procurement merupakan perwujudan E-Government dalam hal yang
lebih teknis. Sebagai mana yang kita ketahui, E-Procurement adalah pengadaan
barang dan jasa secara elektronik. Tentu saja ada definisi yang lebih jelas lagi
dari beberapa sumber, penulis akan mencoba menguraikannya.
E-Procurement adalah hal yang baru dalam perkembangan pemanfaatan
E-Government. Pengadaan barang dan jasa yang sekitar akhir tahun 2009 masih
menggunakan pelelangan ataupun pembelian barang dan jasa secara manual
beralih menjadi lebih simpel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi. Pelelangan pengadaan barang dan jasa tak lagi dilaksanakan
dengan cara manual tapi melalui E-Procurement dan diterapkan ke dalam LPSE
yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6Dalam penerapannya, E-Government menjadi hal yang sangat penting
dalam mempermudah proses kerja-kerja lembaga pemerintahan. Banyak
pelayanan ataupun hal-hal penting lain yang kemudian menerapkan E-
Government dalam pelaksanaannya, salah satu diantaranya adalah pengadaan
barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement).
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan
secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa (kepres republik
Indonesia nomor 80 tahun 2003). Jika dikaitkan dengan elektronik maka hal yang
utama menjadi tujuan pemerintah melaksanakan E-Procurement adalah efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini kemudian menjadi alasan
pemerintah dikarenakan dapat menghemat APBN/APBD dalam pengadaan
barang dan jasa.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yang berdampak dalam meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian definisi yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
dan jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010. Sementara
pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik yang
7diundangkan pada tanggal 21 April 2008, adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media
elektronik lainnya. (www.setneg.go.id)
Terjadinya peningkatan jenis, volume, intensitas peralatan, dan
perlengkapan serta perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan
menajemen logistik dewasa ini menjadi semakin kompleks. Pengadaan sebagai
salah satu fungsi dari manajemen logistik menjadi semakin kompleks pula,
sehingga dalam penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian khusus.
Fungsi pengadaan tersebut sudah sangat teknis, menyangkut pihak luar, dan
dalam penyelenggaraannya terkait berbagai kebijaksanaan nasional dan
pemerintah yang telah dituangkan dalam berbagai produk hukum.
Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement tersebut diperlukan
agar Pengadaan Barang dan jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat
terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang
negara. Dengan demikian ketersediaan barang dan jasa dapat diperoleh dengan
harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat,
serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik.
Sebelumnya telah dijelaskan kegunaan dan keuntungan melakukan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang kemudian dapat membuat
segalanya menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun,
selalu saja terdapat ketimpangan-ketimpangan yang menjadi alasan tidak
berjalan efektifnya hal tersebut.
8Jika dikaitkan dengan TPK (Tindak Pidana Korupsi) maka akan sangat
jelas masalah yang kemudian muncul pada pengadaan barang dan jasa.
Berkaca dari jenis perkara yang ditangani KPK pada tahun 2011, perkara
pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat pertama sebagai perkara
dengan jumlah terbanyak yakni 96 kasus, jauhlebih tinggi dibanding
penyalahgunaan anggaran dengan banyak kasus 35, pengadaan barang dan
jasa masih lebih tingga dibanding perkara penyuapan yang hanya mencapai 82
kasus. Ini membuktikan bahwa perkara pengadaan barang dan jasa memiliki
banyak kekurangan. Terlebih lagi korupsi dengan perkara pengadaan barang
dan jasa paling banyak terjadi di instansi kementerian/lembaga. Hal ini membuat
penulis menjadi ingin tahu apa-apa saja masalah yang dihadapi dalam
pengadaan barang dan jasa secara umum terlebih lagi pengadaan barang dan
jasa secara elektronik.
Data di atas sejalan dengan penerapan E-Procurement di Indonesia yang
belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya
adalah belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi
proses E-Procurement. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola
proses E-Procurement baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar
teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya. Lalu, keharusan
memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak
departemen/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap
menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar (portal.pengadaannasional-
bappenas.go.id, 2009). Selain itu, masalah yang muncul dalam penerapan ini
antara lain, kurang komitmen oleh pimpinan tertinggi maupun jajaran di tingkat
menengah, hal ini tentu mangakibatkan kurangnya dukungan politis yang
9mengakibatkan tindakan korupsi. Kemudian, tantangan dari panitia maupun
penyedia dan bahkan dari legislatif, infrastruktur yang sangat terbatas, seperti
mahalnya biaya internet.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang pernah ada setidaknya
diperoleh 6 faktor kendala utama yaitu peraturan dan ketentuan hukum dalam
memenuhi kebutuhan pelaksanaan E-Procurement, kondisi infrastruktur dan
pengaturan sistem pendukung E-Procurement, kemampuan teknologi pengguna
dan penyedia jasa, tingkat kemampuan sumber daya manusia, sosialisasi
kepada pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap
keberhasilan proses E-Procurement.
Berawal dari data di atas, penulis merasa bahwa penelitian tentang
penerapan E-Procurement di Makassar khususnya di kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang lebih baik.
Penerapan E-Procurement yang masih belum maksimal di Indonesia
khususnya pada instansi Kementerian/Lembaga kemudian menjadi topik yang
dianggap menarik oleh penulis untuk diangkat menjadi judul skripsi dalam
penelitian dengan judul “Penerapan E-Procurement di Kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI”
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang menjelaskan beberapa
kelemahan-kelemahan dari penerapan E-Procurement yang kemudian menjadi
penting untuk diteliti. Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI ?
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2. Apa saja faktor-faktor penghambat penerapan E-Procurement di kantor
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI ?
I.3 Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk membuat penulis memahami sejauh mana
kepamanan E-Procurement diterapkan dalam instansi pemerintah
khususnya di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan
E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI.
I.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya yang berguna bagi
kemajuan dan perkembangan Ilmu Administrasi Negara secara lebih khusus
untuk konsentrasi kebijakan dan manajemen publik. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada civitas
akademika mengenai pengadaaan barang dan jasa secara elektronik (E-
Procurement).
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kepada
Kementerian Kehutanan tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (E-Procurement) khususnya di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. E-Government
E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government, atau
ada yang menyebutnya dengan E-Gov. E-Government adalah salah satu bentuk
atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi
digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat,
pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang
bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya
dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru
dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemnfaatan
teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih
transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Beberapa pengertian dalam memaknai
E-Government antara lain sebagai berikut:
Menurut Indrajit (2002) dalam Budi Rianto dkk (2012:36): “Bahwa E-
Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan
penggunaan teknologi informasi (terutama Internet) dengan tujuan memperbaiki
mutu (kualitas) pelayanan”. E-Government adalah penyelenggaraan
kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan
publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan
antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi
lain).
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Indrajit (2002:1) mengatakan, berbeda dengan defenisi E-Commerce
maupun E-Business yang cenderung universal, E-Government sering
digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing
individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
- Walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip –
prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki
skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi
dari ruang lingkup E-Government pun menjadi beraneka ragam;
- Spektrum implementasi aplikasi E-Government sangatlah lebar
mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah
sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui
berbagai jenis interaksi dan transaksi;
- Pengertian dan penerapan E-Government di sebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari
negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat
ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi
ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
- Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam
proses pengembangan bangsa sehinggaberpengaruh terhadap
penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini adalah hal yang penting, karena akan menjadi bahasa
seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam
menyusun dan mengimplementasikan E-Government di suatu negara.
Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan
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meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh E-Government, sementara
definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value)
manfaat yang ditawarkan oleh E-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah
benang merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan
hal tersebut, ada baiknya dikaji terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas
atau institusi di dunia mendefinisikan E-Government.
Pertama-tama marilah dikaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-lembaga
non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari E-Government.
Berikut yang dijelaskan oleh Indrajit dalam Electronic Government, (2002:1)
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan E-Government sebagai berikut:
“E-Government refers to the use by government agencies of information
technologies(such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing)
that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other
arms of government”.
Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam
kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu:
“E-Government is the application of Information and Communication
Technology (ICT) by government agencies”.
Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP
memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:
“E-Government is a global reform movement  to promote Internet use by
government agencies and everyone who deals with them”.
Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM
Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government,
Harvard University, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu:
“Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of
government  and governance at a scale we have not witnessed since the
beginning of the industrial era”.
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Definisi menarik dikemukakan pula oleh Jim Flyzik (US Department of
Treasury) ketika diwawancarai oleh Price WaterhouseCoopers, dimana yang
bersangkutan mendefinisikan:
“E-Government is abaout bringing the government  into the world of the
Internet, adn work on Internet time”.
Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi
mendefinisikan E-Government, Indrajit (2002:3) memaparkan lagi bagaimana
sebuah pemerintahan menggambarkannya.
Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan E-Government
sebagai:
“E-Government refers to the delivery of government information and
services online through the Internet or other digital means”.
Sementara, Nevada, salah satu negara bagian Amerika Serikat,
mendefinisikan E-Government sebagai:
“(1) online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and
businesses from using government services and replace those barriers with
convenient access”;
“(2) government operations for internal constituencies that simplify the
operational demands of government for both agencies and employees”.
Pemerintah New Zealand melihat E-Government sebagai sebuah
fenomena sebagai berikut:
“E-Government is a way for governments to use the new technologies to
provide people with more convenient access to government information and
services, to improve the quality of the services and to provide greater
opportunities to participate in our democratic institutions and processes”.
Italy termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail dalam
mendefinisikan E-Government, yaitu:
“The use of modern ICT in the modernization of our administration, which
comprise the following classes of action:
1. Computerization designed to enhance operational efficiency within individual
departments and agencies;
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2. Computerization of services to citizens and firms, often implying integration
among the services of different departments and agencies;
3. Provision of ITC access to final users of government services and
information”.
Ketika mempelajari penerapan E-Government di Asia Pasifik, Clay G.
Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba mendefinisikannya
sebagai berikut:
“E-Government is the use of information and communications technology
(ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more
convenient government services, allow greater public access to information, and
make government more accountable to citizens”.
Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:18) mengatakan bahwa aplikasi
teknologi E-Government adalah respon terhadap perubahan lingkungan strategik
yang menuntut adanya perubahan administrasi publik yang lebih efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel. Secara perlahan namun tidak menghilangkan batas-
batas negara dan peradaban bangsa yang sebelumnya bersifat homogen dan
monopolistik bergeser kearah sesuatu yang heterogen dan demokratis.
Dari pendapat-pendapat yang ada, Budi Rianto dkk (2012:36)
menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan
tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau
teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government memberikan peluang
meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah,
hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme
hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan
kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.
Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada 4 indikator
keberhasilan E-Government, yaitu :
1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
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2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan
pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan
komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor
swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun
teleconference.
Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-
Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat
tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan
memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan
perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
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Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:19) dijelaskan bahwa E-
Government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi
dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :
1. Meningkatkan efisiensi dan cost-efectiveness dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan
transparan kepada masyarakat.
Menurut Indrajit (2002:69), ada sebuah kerangka menarik sehubungan
dengan usaha peningkatan kinerja di sektor pelayanan publik yang
diimplementasikan oleh pemerintah negara Singapura yang disebut sebagai
konsep Managing For Exellence (MFE). Kerangka konsep ini diperuntukkan
sebagai panduan strategis bagi pemerintah di tingkat kementerian dalam
menyusun konsep penerapan E-Government di departemennya masing-masing.
Indrajit (2002:70) mengatakan pemerintah Singapura melihat, bahwa
keseluruhan proses untuk mencapai apa yang disitilahkan sebagai “Exellence in
a Public Service level” ini dapat dilakukan jika dilaksanakan 4 buah program inti
sebagai prasyarat utama. Program pertama adalah total Organisation Exellence
dimana kementerian yang bersangkutan telah memiliki sebuah lingkungan
manajemen institusi yang profesional di seluruh lini birokrasinya. Program kedua
adalah telah dimengerti dan disepakati konsep E-Government sebagai sarana
dan medium untuk meningkatkan kinerja pemerintahan oleh kalangan birokrat
dan mereka yang berkepentigan. Program ketiga adalah dimengertinya konsep
”More Vision, Less Bureaucracy” yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam arti
kata dibutuhkannya sejumlah pemain kunci di dalam pemerintahan yang visioner
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dan percaya pada adanya kecenderungan semakin terpangkasnya berbagai
proses yang cenderung birokratis di dalam sektor publik (tergantikan oleh proses
yang semakin cepat dalam lingkungan struktur organisasi yang semakin
ramping). Program ke empat yaitu “Innovative Public Organisations”
berhubungan dengan dimungkinkannya kementerian terkait menjadi sebuah
organisasi publik yang mampu untuk berinovasi menciptakan terobosan-
terobosan baru untuk meningkatkan kinerja institusinya (harus didukung dengan
undang-undang, peraturan pemerintah, serta budaya organisasi yang memadai
agar terjadi lingkungan kondusif bagi organisasi publik untuk berinovasi).
Indrajit (2002) mengatakan bahwa keseluruhan konsep MFE ini dikatakan
berhasil dilaksanakan apabila kementerian berhasil mencapai suatu tahap dalam
“exellence”, dimana terpenuhi 4 aspek utama, yaitu :
1. Public-Center Management – dimana kementerian terkait berhasil
melaksanakan sebuah konsep pengelolaan (manajemen) berbasis
kepentingan publik;
2. System-Oriented Approach – dimana kementerian terkait berhasil
menciptakan sebuah sistem yang menjamin terciptanya sebuah
proses pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terkontrol dengan
baik;
3. Customer-Focused Culture – dimana kementerian terkait berhasil
menciptakan suatu budaya kerja di institusinya yang berorientasi pada
kepentingan pelanggan; dan
4. Networked Government – dimana kepentingan terkait berhasil
menjalin hubungan secara lintas inspektoral dengan kementerian atau
institusi publik lainnya untuk melayani publik.
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Melihat fenomena yang ada tentang kebijakan penerapan E-Government,
tentu saja kita akan berbicara tentang seperti apa implementasi kebijakan suatu
program yang ingin dilaksanakan.
Erwan Agus Purwanto dkk (2012:17) mengatakan bahwa berbagai
kegagalan implementasi kebijakan/program pemerintah telah menimbulkan
keprihatinan para ahli administrasi publik. Bentuk keprihatinan tersebut kemudian
diwujudkan dalam wujud inisiatif untuk memahami bagaimana proses
implementasi kebijakan/program sesungguhnya berjalan. Melalui pemahaman
yang lebih tentang proses implementasi dilakukan secara akurat diharapkan
akan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki
proses implementasi yang lebih baik sehingga di masa-masa mendatang
implementasi suatu kebijakan akan lebih memiliki peluang untuk berhasil
dibanding dengan sebelumnya.
Meskipun Laswell dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih
Sulistyastuti (2012:17) tidak secara khusus memberi penekanan terhadap arti
penting implementasi kebijakan dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui
dalam proses perumusan kebijakan, namun sejak saat itu konsep implementasi
kemudian menjadi suatu konsep yang mulai dikenal dalam disiplin ilmu politik,
ilmu administrasi publik, dan lebih khusus lagi disiplin ilmu kebijakan publik yang
mulai dikembangkan. Beberapa ahli kemudian layak dianggap sebagai pioner
pengembangan studi implementasi kebijakan publik. Namun dari berbagai nama
tersebut yang pantas mendapat kredit paling besar tentu Jeffrey Pressman dan
Aaron Wildavsky (1973). Hal ini karena kedua orang peneliti inilah yang secara
eksplisit menggunakan konsep implementasi untuk menjelaskan fenomena
kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai sasarannya. Penggunaan konsep
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implementasi tersebut dapat ditemukan dalam buku mereka yang diberi judul
Implementation.
Setelah dirintis oleh Erwan Agus Purwanto dkk (2012), konsep
implementasi kemudian mulai digunakan secara luas oleh para ilmuwan politik,
administrasi publik , dan kebijakan publik. Konsep tersebut memiliki posisi yang
privotal untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik.
Perkembangan selanjutnya bermunculan pakar yang menaruh perhatian
terhadap studi implementasi. Mereka, antara lain: Van Horn dan Van Meter
(1975), Teilmann (1980), Klein (1979), Berman (1978), dan Patton (1978).
Erwan Agus Purwanto dkk (2012:18) mengatakan secara ontologis,
subject matter studi implementasi  adalah atau dimaksudkan untuk memahami
fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan
publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan
publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat
keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah
daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis
kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
Indrajit (2005:7) mengatakan jika dikaitkan dengan E-Government, maka
ada pertanyaan yang terlebih dulu harus dijawab sebelum menjawab pertanyaan
di atas, karena setiap komunitas masyarakat dalam sebuah negara atau daerah
pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Siap tidaknya mereka untuk
mulai menerapkan konsep E-Government sangat bergantung pada dua hal
utama, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada
jenis atau model E-Government yang akan diterapkan, yaitu:
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- Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari
masyarakat di negara atau daerah terkait; dan
- Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat
dan pemerintah.
Indrajit (2005:8) mengatakan bahwa dengan kata lain, problem kesiapan
untuk menerapkan prinsip-prinsip E-Government bukanlah merupakan masalah
pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama seluruh komunitas di dalam
domain pemerintahan yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis,
komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan
biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau leader dari pemerintahan yang
memperlihatkan political will untuk mempromosikan pengimplementasian E-
Government. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep,
tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi (action).
Hal kedua yang menunjukkan adanya kesiapan untuk ke arah penerapan E-
Government adalah adanya suatu “kebijakan” agtau nuansa keinginan dan
kesepakatan dari kalangan pemerintah dan stakeholder untuk saling membagi
dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-
hari. Sekilah nampak bahwa hal ini sangat sederhana, namun pada tingkatan
operasional tidak semudah yang dibayangkan karena masalah “menyimpan
informasi untuk diri sendiri dan tidak ingin membaginya dengan pihak lain” telah
membudaya di dalam diri birokrat.
Riant Nugroho (2012:674) mengatakan implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mancapai tujuannya. Tidak
lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
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program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan
publik tersebut.
Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum
kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok
sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran
memahami kebijakan yang akan diimplementasiakan sehingga mereka tidak
hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah
akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.
Makinde (2005) dalam Erwan Agus Purwanto dkk (2012:18) mengatakan
bahwa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses
implementasi di negara berkembang. Studi kasus pertama tentang permasalahan
implementasi tersebut diperoleh dari penelitiannya di Nigeria. Berdasarkan data
yang diperolehnya, kegagalan implementasi disebabkan antara lain oleh (1)
kelompok sasaran(target beneficiaries) tidak terlibat dalam implementasi
program, (2) program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, (3) adanya korupsi, (4) sumber daya
manusia yang kapasitasnya rendah, serta (5) tidak adanya koordinasi dan
monitoring. Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi
kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi  yang terjadi di Indonesia
tidak ajuh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain seperti
halnya di Nigeria yang dijelaskan tadi.
Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) mengatakan secara jelas
dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep E-
Government, yaitu Amerika dan Inggris telah menggambarkan manfaat yang
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diperoleh dengan diterapkannya konsep E-Government bagi suatu negara,
antara lain :
- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan
bernegara;
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
Good Corporate Governance;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk
keperluan aktivitas sehari-hari;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak
yang berkepentingan; dan
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi
E-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas
kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia
secara umum. Oleh karena itu, implementasi E-Government di suatu negara
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selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah
suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada
akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara
nasional kepada senuah negara.
Indrajit (2005) mengatakan ada tiga model penyampaian E-Government,
antara lain :
Government-to-Citizen / Government-to-Customer (G2C)
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum,
yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi
dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya
aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat
dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Government-to-Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi
satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi
dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah contohnya G2C : pajak
online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (kelahiran
dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi Pengarah), layanan imigrasi,
layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.
Government-to-Business (G2B)
Government-to-Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana
pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan
bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran
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produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien
melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang
memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem E-Procurement.
Manfaatnya adalah :
- Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan
aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus
dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui
internet;
- Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah
pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat
biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan
dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR
(Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
- Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari
lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi)
dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam E-Procurement
diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan
para supplier-nya);
- Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan
akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan
aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga
pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.
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Government-to-Governments (G2G)
Government-to-Goverments adalah memungkinkan komunikasi dan
pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan
melalui basis data terintegrasi.
Contoh : Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislative,
pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang
lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan E-Government ini dapat
memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan
dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
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6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
II.2. E-Procurement
Penjelasan tentang E-Government di atas lebih dan kurangnya memiliki
pengertian yang sama walaupun masing-masing memiliki spesifikasi dalam
penjelasannya. Jika dikaitkan dengan E-Procurement maka terlebih dahulu harus
dibahas tentang model penyampaian E-Government.
Melihat model penyampaian E-Government di atas, telah diketahui bahwa
E-Procurement merupakan bagian dari E-Government. E-Procurement berada
pada model Government-to-Business dimana dijelaskan bahwa pemerintah
menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi
pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang
kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga
perlengkapan lapangan.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
mengatakan bahwa E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau
internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi
meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan dalam hal bisnis, perubahan
mungkin tidak cukup membuat kita tertarik, tetapi web sekarang menjadi
pemasaran pokok bersama media iklan untuk sebagian besar perusahaan-
perusahaan terkemuka. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet
untuk membuat koneksi dengan pelanggan mereka secara langsung. Selain itu
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mereka juga mengembangkan hubungan dengan gaya kemitraan bersama
pemasok utama dan pelanggan. Internet juga digunakan dalam dunia bisnis
untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Apapun itu, intinya adalah segalanya akan
menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Kodar Udoyono (2012) mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa
tanpa E-Procurement telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara
mencapai 10-50 persen. Angka ini sebenarnya bisa ditekan melalui penggunaan
teknologi informasi terutama E-Procurement. Penggunaan E-Procurement
menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam praktik
pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipertegas oleh Fathul Wahid (2009) yang
menjelaskan bahwa pengembangan LPSE pada tahap awal baru
diselenggarakan di beberapa tempat saja. Misi akhir dari penerapan E-
Procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di
pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar
tidak banyak membuang buang waktu dan biaya. E-Procurement dapat menjadi
instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui E-Procurement lelang
menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran tawaran yang lebih rasional.
Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat.
Maureen Reason dkk (2000:12) mengatakan bahwa portal industri
sejenis kemudian muncul dalam bahan kimia, cat, baja dan produk konsumen
lainnya. Beberapa portal ini akan sangat cepat mendominasi industri terkemuka
di dunia. Pada bulan Maret tahun 2000, 50 dari kelompok produk konsumen
yang terbesar di dunia mengumumkan bahwa mereka berniat untuk mendirikan
sebuah pasar elektronik yang akan diperdagangkan pada akhir tahun 2000.
Pesaingnya seperti Proctor & Gamble , Unilever , Nestle dan Kraft Foods akan
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kembali ke portal ini . Barang di pasar tersebut akan meliputi bahan baku,
kemasan dan barang-barang lainnya, dan akan memfasilitasi lelang elektronik.
Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan E-
Procurement berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga
pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran,
hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan
barang. Selain itu, melalui E-Procurement, proses pelaksanaan pengadaan
barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan
yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan
pihak calon penyedia barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya
penyimpangan maupun persekongkolan tender yang sering terjadi.
Kodar Udoyono (2012) mengatakan kebijakan implementasi E-
Procurement dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi untuk mewujudkan good governance melalui pengadaan
barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkanya sistem E-Procurement
adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan,
kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. E-
Procurement dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan
proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang
menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
TIM Dosen MKA Fakultas Ilmu Administrasi Unipdu Jombang (2013)
mengatakan bahwa pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses
pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran
untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan E-
Procurement mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga
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titik kebutuhan pada pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian
terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog online yang
mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan.
Fitur utama E-Procurement meliputi :
 Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
 Kemampuan punch-out ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk
yang dinamis/bermacam-macam.
 Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item
yang dibeli secara teratur.
 Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (built-in) untuk menjalankan kendali
anggaran belanja.
 Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detil.
Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan bahwa kunci untuk memahami E-
Procurement adalah mengurangi fokus kita pada teknologi saat itu dan lebih
menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet
itu sendiri memang memiliki manfaat yang signifikan, tapi kuncinya adalah sejauh
mana hal tersebut :
- Membuka kesempatan manajer untuk mencoba tantangan lain
saat bekerja
- Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi
pengembangan strategi daripada hal-hal operasional atau
kegiatan transaksional
- Berpotensi menyeimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan
pelanggan
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- Menangkap imajinasi dari manajemen terdahulu dan
memungkinkan proses pengadaan bergerak dengan dukungan
manajemen untuk proses pengadaan baru .
Pil Bae Song dalam United Nations Publication (2006:9) menerapkan
langkah demi langkah dalam proses menyusun konsep proyek E-Procurement.
Langkah pertama yakni penilaian kinerja sektor dan masalah. Sektor ini dapat
mengungkapkan tata kelola yang buruk termasuk kurangnya transparansi,
keadilan dan akuntabilitas. Masalah yang dimaksud adalah inefisiensi dalam
proses pengadaan publik seperti kurangnya kompetisi dan menyita waktu dalam
proses tender. Langkah kedua yakni mengidentifikasi ada tidaknya suatu hukum
dan kerangka kebijakan disamping kurangnya kapasitas konstitusional yang
memadai untuk melaksanakan proses pengadaan publik. Langkah ketiga
menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah regulasi dari proses
pengadaan dan kesulitan pemasok/pebisnis dalam mengakses pasar dan
memperoleh informasi. Langkah keempat menunjukkan solusi spesifik seperti
undang-undang dan peraturan untuk meningkatkan transparansi, pengenalan E-
Procurement, peningkatan kapasitas lembaga pengadaan publik, dan integrasi
dengan sektor swasta. Pelajaran yang didapat pada langkah kelima adalah studi
pengalaman di darat dan lepas pantai, menganalisis relevansi pengalaman
dengan konteks lokal. Langkah enam dari proses persiapan proyek yakni
menetapkan tujuan proyek, mengonversi masalah negatif menjadi tujuan positif,
dengan kata lain, menjadikan sistem pengadaan publik lebih efisien.
Pil Bae Song (2006) mengatakan bahwa kerangka Proyek merupakan
komponen penting dari usulan proyek. Kerangka proyek harus mencakup hal-hal
sebagai berikut :
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- Dampak atau tujuan - Pernyataan dampak jangka menengah yang
diinginkan (dicapai sekitar 3 tahun setelah selesai) yang sebagian
disebabkan oleh proyek
- Output - Menjelaskan barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek
seperti sistem infrastruktur yang dibangun, layanan operasional,
kebijakan dirumuskan, kapasitas dibangun dan sebagainya
- Akivitas - Tugas dilakukan dengan menggunakan input proyek untuk
menghasilkan output yang diinginkan
- Input - sumber utama (keuangan dan manusia) yang diperlukan untuk
melaksanakan proyek yang perlu disediakan oleh pendanaan
lembaga, pemerintah dan lain-lain
- Target kinerja / indikator - Indikator adalah langkah-langkah yang
digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil, target adalah
tingkat waktu dan prestasi yang diinginkan untuk hasil yang spesifik ,
terukur , disebabkan , relevan dan terikat waktu .
- Mekanisme monitoring - Sumber data untuk pengukuran pencapaian
untuk masing-masing indikator/target .
- Asumsi dan risiko - Asumsi adalah kondisi, peristiwa atau tindakan
yang desain oleh proyek diperlukan untuk menunjukkan sebab dan
akibat logika untuk terus benar, tapi yang jaminan untuk ruang lingkup
proyek. Risiko adalah efek samping yang potensial atau tindakan
yang berada di luar kendali dari manajemen proyek, tetapi jika mereka
melakukan hal negatif akan mempengaruhi proyek.
Kodar Udoyono (2012) mengatakan E-Procurement dapat menjadi
instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui E-Procurement lelang
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menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.
Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat.
Meskipun menurut Fathur Wahid tidak terhindari adanya ‘permainan-permainan’
pula dalam praktik E-Procurement. Penggunaan E-Procurement secara rasional
dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, E-Procurement dapat
menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar
(Republika, 21 Juni 2009).
Robert Rhotery dalam United Nations Publication (2006:7) mengatakan
bahwa manfaat Electronic Government Procurement (e-GP) adalah efisiensi,
transparansi, kesetaraan, keadilan, dan dorongan dari bisnis lokal. Efisiensi
dapat dicapai dikarenakan E-Procurement meningkatkan kompetisi dan
menurunkan biaya transaksi, meminimalisasi waktu dan kesalahan dalam proses
tender dan arus yang pengambilan keputusan. Transparansi memerlukan
informasi lebih tepat waktu untuk lebih banyak orang. Jejak kertas transaksi
pengadaan, manajemen dokumen, penyingkapan, analisis hasil, audit dan
sanksi merupakan bagian dari transparansi. Dalam e -procurement aturan yang
transparan dan proses kerja di lapangan serta prosedur yang disederhanakan
akan mengurangi kesenjangan keterampilan ICT dan pengetahuan. Bisnis lokal
dan usaha kecil dan menengah (UKM) didorong untuk berpartisipasi karena
prosedur standarnya sederhana untuk melakukan proses penawaran. Semua
dibangun dalam fitur Target UKM, jaringan bisnis dan subkontrak akan
dipromosikan .
Berikut ini faktor-faktor menurut Robert Rhotery (2006) yang berpengaruh
dalam keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang E-
Procurement :
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- Kepemimpinan pemerintah
- Kebijakan dan kerangka hukum
- Perubahan kelembagaan
- Kesadaran dan kapasitas
- Teknologi
Robert Rothery dalam United Nations Publication (2006:16)
mempresentasikan panduan terbaik untuk praktik dan penggunaan E-
Government Procurement (e-GP) bagi bank multilateral (MDB) . Panduan MDB
tentang E-Procurement menetapkan standar dari sistem E-Procurement yang
harus terpenuhi agar dapat diterima dan digunakan pada proyek-proyek yang
dibiayai oleh bank multilateral.
Prinsip-prinsip dari sistem E-Procurement bank multilateral (MDB) adalah
sebagai berikut :
- Ekonomi , efisiensi dan transparansi
- Non-diskriminasi dan kesetaraan akses
- Kompetisi Terbuka
- Akuntabilitas
- Keamanan proses
McDermont dalam United Nations Publication (2006:19) mengatakan
ketika melakukan penilaian, penting untuk melihat pandangan semua pihak yang
terlibat dalam pembangunan jangka panjang dari sistem Electronic Government
Procurement (e-GP). Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa
sektor yakni sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan , manajemen
pengadaan, dan perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok
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pemasok dalam konstruksi dan kesehatan , dan kelompok konsumen. Komponen
kunci dari penilaian tersebut adalah :
- Kepemimpinan pemerintah
- Manajemen sumber daya manusia
- Perencanaan dan manajemen
- Kebijakan E-Procurement
- Perundang-undangan dan peraturan
- Layanan Infrastruktur dan web
- Standar
- Integrasi sektor swasta
- Sistem E –Procurement
Komponen pertama yakni kepemimpinan pemerintah secara khusus
dimaksudkan pada visi kepemimpinan yang kemudian disinergikan dengan
keberadaan penerapan E-Procurement. Ketika pimpinan pada suatu lembaga
mendukung penerapan E-Procurement sudah jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan
penunjang penerapan kebijakan E-Procurement akan diupayakan untuk dipenuhi
oleh pimpinan agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.
Komponen manajemen sumber daya manusia mengaji keberadaan
proses peningkatan kualitas panitia pengadaan barang dan jasa dalam
penerapan sistem E-Procurement. Jika ingin melihat bagaimana proses
penerapan kebijakan E-Procurement maka komponen ini harus terpenuhi karena
transisi proses pengadaan barang dan jasa dari cara manual ke cara online
memerlukan pengetahuan lebih terkait bagaimana menggunakan sistem E-
Procurement yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga
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diperlukan adanya pembelajaran lebih dalam lagi tentang penggunaan komputer
dan internet sebagai dasar dalam mengoperasikan sistem E-Procurement.
Komponen berikutnya yakni perencanaan dan manajemen dari
McDermont (2006) ini memiliki fokus pada penyusunan rancangan pengadaan
barang dan jasa yang ingin dilakukan. Dibutuhkan penjelasan dari mana dasar
sebuah lembaga melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ini akan
membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan selalu dengan
dasar dan tujuan tertentu.
Selanjutnya komponen kebijakan E-Procurement berfokus pada
konsistensi sebuah lembaga dalam menerapkan kebijakan E-Procurement ini.
Melihat kebijakan E-Procurement yang merupakan bagian dari E-Government itu
sendiri selalu memiliki masalah dikarenakan tidak konsistennya kebijakan ini
diterapkan. Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa elektronik tentunya
merupakan hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang
lebih baik itu dari pemerintah maupun pelaku bisnis. Biaya yang dikeluarkan
untuk mendanai E-Procurement cukup besar namun ketika dilaksanakan sesuai
dengan aturan dan tetap konsisten maka akan memberikan banyak manfaat baik
dari materi maupun non materi.
Berikutnya komponen perundang-undangan dan peraturan. Komponen ini
berfokus pada pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa terkait
masalah peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan E-Procurement ini
diatur dan memiliki dasar hukum. Pemahaman para pelaku pengadaan terhadap
peraturan perundang-undangan ini sangat penting. Hal ini terkait tentang acuan
para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyelenggarakan E-
Procurement. Peraturan perundang-undangan yang juga akan membatasi para
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pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam bertindak. Hal ini
tentunya akan lebih memproteksi para pelaku pengadaan barang dan jasa
secara elektronik untuk tidak dapat melakukan tindakan korupsi.
Berikutnya yakni komponen layanan infrastruktur dan web. Fokus dari
komponen ini adalah keberadaan website Kementerian Kehutanan RI untuk
melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE. Ketika Website
sudah ada, selanjutnya yang dibutuhkan adalah peralatan dan perlengkapan
dalam mengoperesikan sistem LPSE tersebut. Itulah yang kemudian harus
diamati dalam komponen ini.
Berikutnya yang dijelaskan McDermont adalah komponen standar. Yang
menjadi fokus dari komponen ini adalah keberadaan standar petunjuk
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang kemudian
harus dipahami oleh pelaku pengadaan barang dan jasa. Petunjuk pelaksanaan
ini yang kemudian menjadi pedoman para pelaku pengadaan barang dan jasa
dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih teknis lagi.
Komponen berikutnya yakni integrasi sektor swasta. Integrasi sektor
swasta berfokus pada respon  pelaku bisnis atau penyedia barang dan jasa
dalam menyikapi kebijakan E-Procurement yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Apakah mereka kemudian berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang
kebijakan ini dan beradaptasi dengan lembaga pemerintah atau sebaliknya.
Itulah yang kemudian perlu diamati dalam komponen ini.
Komponen terakhir yang dijelaskan McDermont yakni sistem E-
Procurement. Yang difokuskan dalam komponen ini adalah keberadaan sistem
E-Procurement suatu lembaga yang baik sehingga mampu dioperasikan oleh
para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem yang
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dimaksud adalah sistem LPSE lembaga pemerintah. Keberadaan sistem LPSE
yang baik tentunya akan mempermudah para pelaku pengadaan baik pemerintah
maupun penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang
dan jasa melalui sistem LPSE itu sendiri.
Komponen-komponen yang dijelaskan McDermont tadi akan
memperlihatkan kemapanan sebuah lembaga pemerintah dalam menerapkan E-
Procurement.
Tingkat kesiapan untuk komponen dan subkomponen adalah sebagai
berikut :
- Tidak ada bukti komponen ada di tempat dan tidak ada bukti yang
mendukung
- Sedikit bukti komponen yang ada di tempat dan sedikit atau tidak ada
bukti yang mendukung
- Beberapa bukti bahwa komponen di tempat dan beberapa bukti yang
mendukung
- Bukti yang memadai untuk komponen yang ada di tempat dan ada
cukup bukti yang mendukung
McDermont (2006) menguraikan langkah-langkah untuk membuat
penilaian yang tadi, berikut tahapannya :
- Mengidentifikasi siapa yang akan mensponsori penilaian
- Gunakan tenaga ahli internal dan atau eksternal untuk mengoordinasi
komentar dan laporan
- Mengidentifikasi responden baik dari sektor publik maupun swasta
- Apakah responden diidentifikasi atau tidak teridentifikasi ?
- Izinkan tanggapan dari kelompok
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- Apakah sesi briefing diperlukan ?
- Pastikan responden dapat menghubungi koordinator tim penilai
- Pastikan untuk menindaklanjuti wawancara/diskusi dengan responden
- Kapan diperbolehkan
- Bagaimana penilaian dilaporkan dan kepada siapa akan dilaporkan
- Apa tanggapan akan diberikan kepada responden nantinya
Melakukan penilaian dengan melibatkan kegiatan-kegiatan berikut :
- Konfirmasi sponsor
- Mengidentifikasi responden, melibatkan sponsor
- Memberikan penilaian dan petunjuk kepada responden
- Melakukan briefing jika diperlukan
- Melakukan tindak lanjut wawancara atau diskusi
- Menerima penilaian responden
- Menganalisis tanggapan
- Menulis laporan di tempat temuan dan rekomendasi
- Mendistribusikan draft laporan untuk komentar
- Hadirkan laporan akhir atau tanggapan lain
McDermont (2006) mengatakan bahwa jenis penilaian ini telah dilakukan
di Asia , Amerika Selatan dan Eropa Timur , dan laporan dari penilaian dan
rekomendasi untuk perubahan telah disampaikan kepada pemerintah yang
terlibat.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
mengatakan dalam kaitannya dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan
milik pemerintah, pemerintah kemudian mengintruksikan untuk melakukan
pengadaan barang dan jasa secara lebih efisien, efektif, transparan, dan
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akuntabel. Hal ini dapat terwujud dengan menggunakan E-Procurement.
Penggunaan E-Procurement juga tidak bisa dilakukan dengan setengah-
setengah tetapi secara keseluruhan harus mapan dalam pelaksanaan. Bukan
hanya pemerintah yang harus mapan tapi juga semua pihak yang akan
melakukan proses transaksi pengadaan barang dan jasa dalam hal ini
masyarakat maupun pihak swasta sebagai mitra pengadaan barang dan jasa
harus mengerti dalam pemanfaatan E-Procurement.
Robert Rhotery (2006) mengatakan bahwa sebuah sistem pengadaan
terdiri dari penawaran dan tender barang, karya, jasa, dan konsultasi. Hal ini
berlaku untuk semua tahapan penawaran dari iklan dan hasil penerbitan, untuk
penerbitan dokumen, penerimaan tawaran dan evaluasi . Pedoman MDB meliputi
empat bidang yakni karakteristik sistem, iklan dan penyebaran informasi,
prosedur penawaran, evaluasi dan penetapan harga kontrak . Karakteristik
sistem tersebut direkomendasikan sebagai berikut :
- Terbuka , tak terbatas , dapat diakses oleh publik
- Pendaftaran tunggal dan tidak ada biaya
- Pastikan interoperabilitas (kapabilitas suatu sistem) melalui
standar terbuka
- Pada umumnya menggunakan dokumen dalam bentuk software
(file dalam komputer)
- Handal dan aman
- Proses dapat diketahui dan auditable
- Pilihan berbasis kertas
Kodar Udoyono (2012) juga mengatakan bahwa E-Procurement juga
akan memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses
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pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah
penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan
terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan
persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang
sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu
mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun
tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan E-
Procurement.
II.3. Kerangka Pikir
Penerapan E-
Procurement di UPT
BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian
Kehutanan RI
Komponen kunci penilaian
penerapan Electronic
Government Procurement
oleh McDermont (2006)
- Kepemimpinan pemerintah
- Manajemen sumber daya
manusia
- Perencanaan dan
manajemen
- Kebijakan E-Procurement
- Perundang-undangan dan
peraturan
- Layanan Infrastruktur dan
web
- Standar
- Integrasi sektor swasta
- Sistem E-Procurement
Faktor-Faktor Penghambat
Penerapan E-Procurement di
UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian
Kehutanan RI
Pengadaan
Barang dan Jasa
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui
bagaimana penerapan E-Procurement di Kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI.
Menurut Sugiono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber
dan data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada
generalisasi.
III.2 Unit Analisis
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI yang dimana berfokus pada
aparat/pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penentuan
unit analisis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Procurement di
Kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.
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III.3 Fokus Penelitian
Terdapat 9 komponen kunci yang kemudian digunakan untuk melihat
bagaimana penerapan E-Procurement di UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI. Komponen tersebut dikemukakan McDermont dalam
United Nations Publication (2006:19) tentang Electonic Government Procurement
(e-GP). Berikut uraiannya.
Kepemimpinan pemerintah. Jelas saja bahwa kepemimpinan dari suatu
instansi menjadi hal yang penting dalam semua proses kerja organisasi. Yang
dimaksud dari komponen ini adalah bagaimana pimpinan dari UPT BPDAS
Jeneberang Walanae melihat penerapan E-Procurement di kantornya. Hal ini
berkaitan dengan visi pemimpin dalam sebuah organisasi, termasuk pula
dukungan stakeholder, dan bagaiamana pimpinan mendukung penerapan E-
Procurement dalam pengadaan barang dan jasa.
Manajemen sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan
pendidikan, pengembangan keterampilan, keahlian, dan pengembangan karir.
Sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk melakukan hal ini apalagi jika
berbicara IT, salah satu kendala dalam menerapkan program IT dalam sebuah
organisasi adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu
mengoperasikan aplikasi, maka hal ini harus ditelaah lebih jauh.
Perencanaan dan manajemen. Merencanakan dan mengatur tata kelola
pengadaan barang dan jasa juga sangat penting. Hal yang harus dilihat adalah
pemahaman terhadap lingkungan pengadaan, alur proses pengadaan, dan
penggunaan informasi secara efektif.
Kebijakan E-Procurement. Pemahaman tentang kebijakan ini sangat
diperlukan untuk mengetahui keuntungan dari penerapan kebijakan ini.
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Penerapan kebijakan ini telah diterapkan secara konsiten ataukah masih
setengah-setengah karena penerapan kebijakan ini memerlukan biaya yang
cukup besar namun keuntungan yang didapatkan juga jauh lebih besar. Maka
dari itu perlu diketahui konsistensi penerapan kebijakan ini.
Perundang-undangan dan peraturan. Maksud dari komponen ini adalah
dasar  dan aturan hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan E-
Procurement, pemantauan kepatuhan, keadilan, efisiensi dan kinerja pengadaan
pemerintah. Pemahaman terhadap aturan hukum sangat penting dalam
menerapkan kebijakan ini.
Layanan Infrastruktur dan web. Komponen ini merupakan komponen
yang juga sangat penting karena merupakan sarana dalam menjalankan E-
Service atau dalam hal yang lebih umum yakni dalam menjalankan aplikasi
internet. Hal yang perlu dilihat adalah pemeliharaan dan pengembangan
infrastruktur dan web.
Standar. Hal yang dimaksud dari komponen ini adalah standar teknis
untuk menjalakan proses E-Procurement.  Ini akan berpengaruh terhadap
keberlanjutan penerapan E-Procurement.
Integrasi sektor swasta. Adanya relasi antar vendor yang bersaing agar
terjalin komunikasi yang baik antar sesama vendor. Pemerataan kesempatan
kepada setiap vendor harus ada agar mereka aktif berpartisipasi dalam E-
Procurement.
Sistem E –Procurement. Hal yang dimaksud dari komponen ini untuk
diteliti adalah aplikasi dalam menjalankan E-Procurement, mulai dari
perencanaan, seleksi, pengembangan, implementasi dan pemeliharaan sistem
E-Procurement untuk mendukung tender publik, manajemen kontrak sampai
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pada pembelian barang dan jasa harus update sehingga memudahkan proses E-
Procurement.
III.4 Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang berarti mencoba
mendeskripsikan dan menggambarkan secara umum tentang masalah yang di
teliti mengenai bagaimana penerapan E-Procurement di Kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.
III.5 Narasumber atau Informan
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci
yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang
dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepala Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BPDAS Jeneberang Walanae
3. CV. Balassuka Teknik Utama
4. CV. Sulawesi Unggul Lestari
5. CV. Dirgantara Muda Mandiri
III.6 Jenis dan Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu :
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1) Menurut Sugiyono (2012:156) sumber primer adalah sumber data
yang langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Dalam
penelitian ini data primer  yang diperoleh dari sumber data yaitu
bersal dari informan-informan yang terlibat langsung sebagai
pelaksana program tersebut.
2) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang
lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2012:156). Data sekunder
pada penelitian ini merupakan data yang dapat dicari sumber-
sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan, jurnal, ataupun
buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti
menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu :
1. Observasi
Menurut Young dan Schmidt (1973)  dalam Harbani Pasolong
(2005:94), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan
dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian
yang dimaksud adalah harus diberikan pada unit-unit kegiatan yang lebih luas
atau lebih besar pada fenomena-fenomena khusus yang diamati. Dalam
pengamatan ini, peneliti mengamati, merekam atau mencatat fenomena atau
aktifitas yang sehubungan dengan penerapan E-Procurement di Kantor UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.
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2. Wawancara
Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam
dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik penugmpulan data ini
mendasarkan diri pada laporan tentang sendiri atau self-report, atau
setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa
anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode
interview adalah sebagai berikut:
a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya
sendiri
b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan
dapat dipercaya
c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan
beberapa orang yang dianggap penting (stakeholder) di Kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen
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Teknik dokumentasi untuk  mengumpulkan data dan informasi
penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan, jurnal-
jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
III.8 Teknik Analisis Data
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam
melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang
dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan
yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar
mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan
diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi
mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang
menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi
dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
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4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi
(conclusion drawing/verivication), yang mencari arti pola-pola
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan
verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan
sehingga data-data dapat diuji validitasnya
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
IV.1.1. Dasar-Dasar
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan
agar hutan sebagai modal pembangunan nasional harus dikelola secara lestari
dan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memperhatikan amanat undang-undang tersebut, Wilayah Balai Pengelolaan
DAS Jeneberang Walanae memiliki luas 2.136.730,860 Ha atau 21.367,308 Km2
dengan kawasan hutan seluas 596.867,97 Ha, (27.93% dari luas wilayah) maka
wajib pula mengelola hutan sebagai modal pembangunan secara lestari.
Dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan serta pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae mengacu
kepada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan yang terkait dengan program
Direktorat Jenderal Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial (sekarang
Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan
Sosial) yaitu mencakup beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Rehabilitasi
Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS; Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Hutan; Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan; serta
Penguatan Kelembagaan Kehutanan.
Berdasarkan kebijakan di atas, selanjutnya diakomodir kedalam Program
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi beberapa kegiatan-kegiatan :
1. Pengembangan Perhutanan Sosial
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
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3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
BPDASPS
5. Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan
dan Evaluasi DAS
6. Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan
Magrove
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pembinaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah bahwa instansi pemerintah berkewajiban mempertanggunjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Sejalan dengan keputusan tersebut, Balai Pengelolaan DAS Jeneberang
Walanae dalam melaksanakan tugas pembangunan yang mendukung tugas
pokok dan fungsinya harus akuntabel dan transparan kepada semua pihak agar
pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dapat dinilai dan
dievaluasi untuk penyempurnaannya.
IV.1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balai Pengelolaan DAS
Jeneberang Walanae
1. Tugas
Melaksanakan Penyusunan rencana, Pengembangan Kelembagaan dan
Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
2. Fungsi
a. Penyusunan rencana pengelolaan DAS
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b. Penyusunan dan penyajian informasi DAS
c. Pengembangan model pengelolaan DAS
d. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS
e. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai
3. Struktur Organisasi
Balai pengelolaan DAS Jeneberang Walanae merupakan UPT berada di
bawah kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial uang
berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.15/Menhut-II/2007, tanggal
4 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, termasuk dalam Tipe A dan berkedudukan
di Makassar dengan wilayah kerja pada DAS termasuk yang berada di pulau-
pulau wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambar IV.1.
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN DAS JENEBERANG
WALANAE
Sumber : UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
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IV.1.1.2. Analisis Perkembangan Stratejik
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.15/Menhut-II/2007
tanggal 4 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, tugas masing-masing unsur organisasi
Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae adalah sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan
tangga.
2. Seksi Program DAS
Melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi dan
kerusakan DAS, serta penyusunan program dan rencana pengelolaan DAS.
3. Seksi Kelembagaan DAS
Melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi sistem
kelembagaan masyarakat, pengembangan model kelembagaan dan
kemitraan pengelolaan DAS.
4. Seksi Evaluasi DAS
Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tata air, penggunaan
lahan, sosial ekonomi, kelembagaan dan sistem informasi pengelolaan DAS.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing untuk
menunjang tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS.
IV.1.1.3. Sumber Daya dan Sarana Pendukung
1. Wilayah kerja
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Wilayah kerja BPDAS Jeneberang Walanae meliputi 16 (enam belas)
Kabupaten/Kota yang berdasar unit Pengelolaan DAS terbagi menjadi 238
DAS (3 SWP DAS) sebagaimana tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Jumlah DAS di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Satuan Wilayah
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae
No. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS Jumlah DAS Luas (Ha)
1. Jeneberang 102 580.334,446
2. Bilawalanae 57 1.425.569,878
3. Selayar DS 311 130.826,523
Jumlah 470 2.136.730,860
Sumber : UPT BPDAS Jenebrang Walanae Kementerian Kehutanan RI
Secara geografis wilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Jeneberang
Walanae terbagi dalam 16 Kabupaten/Kota  dengan luas daratan
2.136.730,860 Ha atau 21.367,308 Km2, dengan kawasan hutan seluas
596.867,97 Ha, (27.93% dari luas wilayah). Berdasarkan sejumlah kriteria di
antaranya karakteristik DAS, luasan kerusakan hutan dan lahan (melalui data
penutupan vegetasi dan spasial luasan lahan kritis) serta sesuai dengan
amanat dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan, Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae telah
menyusun Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran
Sungai (RTkRHL-DAS). Adanya RTk RHL diharapkan perencanaan,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik berupa hutan, tanah
dan air dapat berjalan secara tepat dengan berbasis sistem pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (DAS).
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Penyusunan RTk RHL dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2009 Tanggal 11 Mei 2009
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) dan terakhir diubah melalui
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35/menhut-
II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.32/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Pada
tahun 2014 telah dilakukan review penyusunan RTkRHL-DAS di wilayah kerja
Balai Pengelolaan DAS yang disusun berdasarkan hasil review lahan kritis
tahun 2013.
2. Sumber Daya Manusia
Keadaan Pegawai Balai pengelolaan DAS Jeneberang Walanae sampai
dengan 31 Desember 2014 berjumlah 90 orang, dengan perincian 70 orang
PNS dan 20 orang Tenaga Kontrak. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2. Keadaan pegawai menurut jenis jabatannya lingkup Balai Pengelolaan
DAS Jeneberang Walanae sampai dengan Tahun 2014
No. Jenis Jabatan Jumlah (Orang)
1. Struktural
a. Eselon III a 1
b. Eselon IV a 4
2. Non Struktural
a. Sub Bagian Tata Usaha 28
b. Seksi Program DAS 13
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c. Seksi Kelembagaan DAS 9
d. Seksi Evaluasi DAS 10
3. Pengendali Ekosistem Hutan 5
4. Tenaga Honorer dan Upah 20
Jumlah 90
Sumber : UPT BPDAS Jenebrang Walanae Kementerian Kehutanan RI
Tabel 3. Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Status Kepegawaian lingkup
Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae sampai dengan Tahun
2014
No. Pangkat dan Golongan PNS
(Orang)
Honor
(Orang)
Jumlah
(Orang) Ket.
1. Pembina Tingkat I (IV/b) 1 -
4 4,44%
Pembina (IV/a) 3 -
2. PenataTingkat I (III/d) 2 -
48 53,33%
Penata (III/c) 13 -
Penata Muda Tk I (III/b) 20 -
Penata Muda (III/a) 13 -
3 Pengatur Tk. I (II/d) 5 -
18 20%
Pengatur (II/c) 12 -
Pengatur Muda Tk. I (II/b) - -
Pengatur Muda (II/a) 1 -
4. Tenaga Kontrak/Upah - 20 20 22,22%
Jumlah 70 20 90 100%
Sumber : UPT BPDAS Jenebrang Walanae Kementerian Kehutanan RI
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Tabel 4. Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan lingkup Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae sampai dengan Tahun 2014
No. Pendidikan PNS/CPNS(Orang)
Honorer/Upah
(Orang)
1. SD/SLTP - 1
2. SLTA 22 8
3. Sarjana Muda 1 -
4. Sarjana (S1) 41 11
5. Pasca Sarjana (S2) 6 -
Jumlah 70 20
Sumber : UPT BPDAS Jenebrang Walanae Kementerian Kehutanan RI
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan membantu kelancaran tugas yang
diemban oleh Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae, pada tahun 2014
telah mengikutsertakan sejumlah pegawai untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan, seperti tabel di bawah ini :
Tabel 5. Jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai lingkup Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae sampai dengan Tahun 2014
No. Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jumlah (Orang)
1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1
2. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 1
3. Operator RKA-KL 1
4. Implementasi Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) 1
Sumber : UPT BPDAS Jenebrang Walanae Kementerian Kehutanan RI
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3. Keuangan
Untuk melakasanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae memperoleh dukungan biaya yang
dianggarkan melalui DIPA BA.29 Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-
029.04.2427061/2014, tanggal 5 Desember 2013 dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 83.054.642.000,- (delapan puluh tiga milyar lima puluh empat juta
enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam pelaksanaannya dilakukan
revisi terhadap DIPA tersebut oleh karena adanya penghematan anggaran
sehingga nilainya menjadi Rp. 64.086.667.000,- (enam puluh empat milyar
delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
4. Sarana Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae telah memiliki dan mendayagunakan
saran dan prasarana yang merupakan Barang Milik Negara.
Saran dan prasarana tersebut antara lain berupa : kendaraan roda
empat, kendaraan roda dua, alat ukur, GPS, Kamera, GIS, LCD, komputer
dan lain-lain.
IV.1.1.4. Visi dan Misi
1. Visi
Optimalisasi Fasilitas Pembangunan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial dalam Mendukung Fungsi dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Misi
a. Memantapkan kebijakan bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan
sosial
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b. Memperkuat kepastian kelembagaan bidang rehabilitasi lahan dan
perhutanan sosial
c. Mendorong pelaksanaan pemulihan Fungsi hutan dan lahan di DAS
Prioritas berbasis pemberdayaan masyarakat
IV.1.1.5. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kehutanan yang
mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen
pemerintahan negara serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi
Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae maka dirumuskan tujuan
yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan data dan
informasi Balai kepada para pihak yang terkait pada kegiatan Rehabilitasi
Hutat n dan Lahan serta pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat
pengelola DAS.
2. Sasaran/Rencana Tahunan
Sasaran strategis yang hendak dicapai pada Tahun 2014 adalah :
Berkurangnya lahan kritis, peningkatan pengelolaan hutan melalui
pemberdayaan masyarakat untuk mendukung RHL dengan indikator
pencapaian target/sasaran sebagai berikut :
1) Terselenggaranya Tanaman Rehabilitasi Hutan pada DAS Prioritas
seluas 4.000 Ha
2) Terselengaranya Tanaman Hutan Kota seluas 30 Ha
3) Terselenggaranya Hutan Kemayarakatan (HKm) seluas 25.000 Ha
4) Terselenggaranya Hutan Desa seluas 2.500 Ha
5) Terselenggaranya Hutan Rakyat Kemitraan seluas 3.000 Ha
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6) Terselenggaranya Pembuatan Kebun Bibit Rakyat sebanyak 123 Unit
IV.1.1.6. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun
rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Kebijakan
Dalam mengantisipasi berbagai hal yang menjadi kendala, hambatan dan
tantangan dalam pengelolaan DAS Jeneberang Walanae, Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae merumuskan kebijakan prioritas
yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan yang
terkait dengan program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial (sekarang Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial) yaitu mencakup beberapa kebijakan
yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung
DAS; Perberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan; Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Sektor Kehutanan; dan Penguatan Kelembagaan
Kehutanan.
2. Program
Penetapan program Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae
mengacu pada program-program dalam RPJM Kementerian Kehutanan
Nasional Tahun 2010-2014. Berbagai program dalam RPJM Nasional
Kementerian Kehutanan dimaksud yang disesuaikan dengan
penganggaran Balai pengelolaan DAS Jeneberang Walanae pada Tahun
2014 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah :
“Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat”.
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IV.1.1.7. Penetapan Kinerja
Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada
Tahun 2014 Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae telah menetapkan
tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun
sebagai berikut :
1. Terselengaranya Tanaman Rehabilitasi Hutan pada DAS Prioritas
seluas 4.000 Ha
2. Terselenggaranya Tanaman Hutan Kota seluas 30 Ha
3. Terselenggaranya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 25.000 Ha
4. Terselenggaranya Hutan Desa seluas 2.500 Ha
5. Terselenggaranya Hutan Rakyat Kemitraan seluas 3.000 Ha
6. Terselenggaranya Pembuatan Kebun Bibit Rakyat sebanyak 123
Unit
IV.1.2. Akuntabilitas Kinerja
IV.1.2.1. Capaian Kinerja Organisasi
Secara umum capaian kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan
sebelumnya cukup memuaskan dengan capaian fisik 100% dan capaian
sealisasi keuangan sebesar 95,01%. Capaian ini mengalami peningkatan dalam
kurun waktu lima tahun terakhir. Realisasi keuangan tahun 2011 sebesar
91,34%; tahun 2012 sebesar 91,79% dan tahun 2013 sebesar 92,79%. Dalam
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terjadi perubahan target pada indikator
terselenggaranya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas dari luasan
4.000 Ha menjadi 2.500 Ha dan indikator terselenggaranya tanaman Hutan Kota
dari 30 Ha menjadi 20 Ha akibat penghematan anggaran. Namun terjadi
peningkatan realisasi pada indikator terselenggaranya pembuatan Kebun Bibit
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Rakyat  dari 123 unit menjadi 145 unit. Hal itu terjadi karena adanya tambahan
dari Direktorat Jenderal  BPDAS-PS. Pda indikator terselenggaranya Hutan
Rakyat Kemitraan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan karena tidak adanya
anggaran. Kegiatan Pembanguna  Areal model Hutan Rakyat Kemitraan di
Wilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae dilaksanakan pada
tahun 2010 seluas 200 Ha yang terletak pada :
a) Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto seluas
50 Ha.
b) Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas 50 Ha.
c) Desa Buhungbundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba seluas
50 Ha
d) Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba seluas 50 Ha
Dari areal model tersebut diharapkan dapat terbentuk plasma Hutan
Rakyat Kemitraan seluas 2.000 Ha. Namun berdasarkan hasil evaluasi pasca
Hutan Rakyat Kemitraan tahun 2013 tidak terbentuk plasma yang diharapkan.
Hal tersebut terjadi karena tidak tercapai kesepakatan antara kelompok petani
dan pihak perusahaan terkait harga jual kayu. Pada tahun 2014 ini tidak ada
kegiatan yang terkait dengan Hutan Rakyat Kemitraan di Balai Pengelolaan DAS
Jeneberang Walanae.
Sedangkan untuk kegiatan pendukung yang terdiri dari 13 Output dan 43
Suboutput secara umum tercapai dengan realisasi fisik 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae telah efektif dan efisien dalam
memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendala yang sering dihadapi adalah
adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait penghematan anggaran sehingga
63
mengurangi target kinerja. Selain itu terkait dengan kegiatan RHL yang sangat
tergantung pada musim hujan seringkali tidak tepat waktu yang mengakibatkan
kegiatan lainnya juga ikut tertunda , seperti kegiatan monitoring dan evaluasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya bisa dilaksanakan dengan
menyempurnakan pola multiyears yang ada saat ini dengan sistem
penganggaran  yang tidak terbatas pada satu tahun anggaran sehingga kendala
musim dapat teratasi.
IV.1.2.2. Relisasi Anggaran
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS
Jeneberang Walanae melalui program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung
DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran strategis
Berkurangnya lahan kritis, peningkatan pengelolaan hutan melalui
pemberdayaan m,asyarakat dan tersedianya sumber benih untuk mendukung
RHL dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Terselenggaranya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 4.000
Ha dengan realisasi seluas 2.500 Ha  yang disebabkan oleh adanya
penghematan anggaran DIPA pada penyusunan APBN perubahan tahun
2014 sehingga target Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae dikurangi
menjadi 2.500 Ha dengan jumlah pagu anggaran pada indikator ini sebesar
Rp. 29.198.676.000 (44,08%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
28.246.528.800 ( 96,74%). Capaian fisik pada kegiatan ini adalah 100%.
2. Terselenggaranya tanaman hutan kota seluas 30 Ha dengan realisasi seluas
20 Ha yang disebabkan oleh adanya penghematan anggaran DIPA pada
penyusunan APBN perubahan tahun 2014 sehingga target Balai Pengelolaan
DAS Jeneberang Walanae dikurangi menjadi 20 Ha dengan jumlah pagu
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anggaran pada indikator ini sebesar Rp. 752.725.000 (1,14%) dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 730.015.350 (97,44%). Capaian fisik pada
kegiatan ini adalah 100%.
3. Terselenggaranya hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 25.000 Ha dengan
realisasi seluas 15.000 Ha yang disebabkan oleh adanya pengehematan
anggaran DIPA pada penyusunan APBN perubahan tahun 2014 sehingga
target Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae dikurangi menjadi 15.000
Ha dengan jumlah pagu anggaran pada indikator ini sebesar Rp.
1.422.000.000 (2,02%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.448.118.900
(94,41%). Capaian fisik pada kegiatan ini adalah 100%.
4. Terselenggaaranya hutan desa seluas 2.500 Ha denga realisasi 2.500 Ha
dengan jumlah pagu anggaran pada indikator ini sebesar Rp. 562.800.000
(0,86%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 549.615.300 (97,66%).
Capaian kegiatan fisik pada kegiatan ini adalah 100 %.
5. Terselenggaranya hutan rakyat kemitraan seluas 3.000 Ha. Kegiatan
pembangunan areal model hutan rakyat kemitraan di wilayah kerja Balai
Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae dilaksanakan pada tahun 2010 seluas
200 Ha yang terletak pada :
a) Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto
seluas 50 Ha.
b) Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas 50
Ha.
c) Desa Buhungbundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba
seluas 50 Ha.
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d) Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba seluas 50
Ha.
Dari areal model tersebut diharapkan dapat terbentuk plasma hutan rakyat
kemitraan seluas 2.000 Ha. Namun berdasarkan hasil evaluasi pasca HR
kemitraan tahun 2013 tidak terbentuk plasma yang diharapkan. Hal tersebut
terjadi karena tidak tercapai kesepakatan antara kelompok petani dan pihak
perusahaan terkait harga jual kayu. Pada tahun 2014 ini tidak ada kegiatan
yang terkait dengan HR Kemitraan di Balai Pengelolaan DAS Jeneberang
Walanae.
6. Terselenggaranya pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 123 unit
dengan realisasi sebesar 145 unit atau jika dipersentasekan melebihi 100%
dengan jumlah pagu anggaran pada indikator ini sebesar Rp. 8.709.655.000
(13,50%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.654.539.500 (99,37%).
Capaian indikator kinerja tersebut diatas ditunjang oleh beberapa
komponen kegiatan pendukung dengan capaian fisik dan keuangan sebagai
berikut :
1. Rehabilitasi Hutan Mangrove, Gambut dan Rawa.
Terdiri 4 (empat) Sub output dengan jumlah pagu sebesar Rp. 793.975.000
(4,04%) dengan realisasi keuangan Rp. 773.657.250 (96,98%). Target luasan
hutan mangrove adalah 375 Ha. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%.
2. Laporan Hasil Kegiatan Gerakan Penanaman Massal
Terdiri dari 2 (dua) Suboutput dengan jumlah pagu sebesar Rp. 541.120.000
(0,77%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 510.600.000 (94,36%). Capaian
fisik kegiatan ini adalah 100%.
3. Reklamasi Hutan oleh perusahaan di areal pinjam pakai kawasan hutan
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Terdiri dari 1 (satu) Suboutput dengan jumlah pagu sebesar Rp. 46.100.000
(0,77%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.710.000 (99,15%). Capaian
fisik kegiatan ini adalah 100%.
4. Dokumen Perencanaan dan Anggaran DAS
Terdiri 2 (dua) Suboutput dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.076.130.000
(1,67%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.068.046.900 (99,25%).
Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%.
5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS
Terdiri atas 5 (lima) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp.
1.533.850.000 (2,26%) dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 1.448.188.900
(94,41%). Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%.
6. Penetapan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Terdiri dari 2 (dua) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 149.700.000
(0,22%) dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 140.142.200 (93,62%). Capaian
fisik kegiatan ini adalah 100%.
7. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Terdiri dari 5 (lima) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 558.300.000
(0,86%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 550.390.000 (98,58%).
Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%
8. Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Prioritas
Terdiri dari 1 (satu) Suboutput, denga jumlah pagu sebesar Rp. 209.543.000
(0,22%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 138.853.000 (66,26%).
Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%.
9. Data Pengelolaan DAS
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Terdiri dari 3 (tiga) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 423.463.000
(0.63%) dengan realisasi keuangan Rp. 406.616.000 (96,02%). Capaian fisik
kegiatan ini adalah 100%.
10. Kelembagaan Pengelolaan DAS
Terdiri dari 3 (tiga) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 611.908.000
(0,77%) dengan realisasi keuangan Rp. 494.780.000 (80,86%). Capaian fisik
kegiatan ini adalah 100%.
11. Layanan Perkantoran
Terdiri dari 2 (dua) Suboutput dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.844.773.000
(7,82%) dengan realisasi keuangan Rp. 5.008.758.276 (85,70%). Capaian
fisik kegiatan ini adalah 100%.
12. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Terdiri dari 1 (satu) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 198.700.000
(0,31%) dengan realisasi keuangan Rp. 197.868.000 (99,58%). Capaian fisik
kegiatan ini adalah 100%.
13. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Terdiri dari 12 (dua belas) Suboutput, dengan jumlah pagu sebesar Rp.
1.504.759.000 (2,13%) dengan realisasi keuangan Rp. 1.362.465.655
(90,54%). Capaian fisik kegiatan ini adalah 100%.
IV.2. Hasil Penelitian
Acuan dasar UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan
RI dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik untuk sebagaian/seluruh paket-
paket pekerjaan. Selain itu dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga mengatur
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mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja
K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan
Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Komponen kunci penilaian penerapan Electronic Government Procurement
menurut McDermont ada 9 indikator utama yang dianggap penting untuk diteliti
yakni 1) Kepemimpinan Pemerintah; 2) Manajemen Sumber Daya Manusia; 3)
Perencanaan dan Manajemen; 4) Kebijakan E-Procurement; 5) Perundang-
undangan dan Peraturan; 6) Layanan Infrastruktur dan Web; 7) Standar; 8)
Integrasi Sektor Swasta; 9) Sistem E-Procurement. Masing-masing indikator
tersebut akan menunjukkan kemapanan penerapan E-Procurement.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan dari berbagai informan
kunci, maka dapat diidentifkasi bagaimana penerapan E-Procurement di kantor
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI dengan
menggunakan 9 indikator tersebut menjadi kerangka pikir penelitian ini.
IV.2.1. Kepemimpinan Pemerintah
Pada indikator ini UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI dipimpin oleh Kepala Balai yakni Ir. Widiasmoro Sigit JS, M.Si.
Kepala Balai kantor ini memamng berupaya mewujudkan sesuatu yang lebih
cepat terkait masalah rehabilitasi hutan, hal ini juga sesuai dengan visi UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI yakni “Optimalisasi
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Fasilitas Pembangunan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam
Mendukung Fungsi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Fasilitas pembangunan
yang dimaksud yakni perlengkapan yang menunjang pelaksanaan rehabilitasi
lahan dan hutan secara lebih cepat dan tepat.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan berikut :
“Rehabilitasi lahan dan hutan sesuai daerah tugas kami adalah hal yang
utama, untuk menunjang cita-cita itu maka segala sesuatunya harus berjalan
dengan lebih cepat dan tepat dikarenakan hal tersebut sangat penting untuk
kelangsungan produktifitas lahan dan hutan. Di kantor ini sendiri untuk benar-
benar mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan hutan maka
diperlukan pengadaan bibit pohon yang lebih baik dari segi ketepatan guna
maupun efisiensi waktunya sampai pada transparansi pengadaan, maka dari itu
pengadaan secara elektronik benar-benar kami fasilitasi agar semuanya berjalan
lebih baik” (Kepala Balai DAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI,
31 Maret 2015).
Sejalan dengan hal itu, narasumber yang lain juga mengatakan bahwa:
“Terlepas dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Bapak
Kepala Balai sendiri sangat mendukung perkembangan teknologi terkhusus hal
tersebut dapat secara menyeluruh diamalkan oleh pegawai di kantornya, wifi
dipasang diberbagai titik agar para pegawai mampu memanfaatkan fasilitas
internet dalam menunjang perkerjaan kantor, terlebih lagi pada pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, Kepala Balai kemudian membekali pejabat
pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik semenjak
peraturan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
diberlakukan” (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015).
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan pada
lembaga terkait benar-benar memiliki visi yang sejalan dengan pemanfaatan
teknologi oleh para pegawainya secara umum dan juga pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik lebih khusus. Ketika visi pimpinan sinergis
dengan segala kegiatan yang ada di kantor tersebut maka tidak akan
memberikan masalah yang begitu berarti karena dukungan pimpinan terhadap
sebuah kegiatan merupakan keharusan dalam sebuah organsasi.
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Seperti yang dikatakan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa di atas
menunjukkan bahwa pimpinan lembaga ini benar-benar mendukung proses
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Peralatan-peralatan elektronik
dalam menunjang pelaksanaan penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae terus diupayakan agar berada pada kondisi terbaik. Hal
seperti yang diharapkan karena dukungan pimpinan juga akan mempengaruhi
mental para pegawainya dalam menjalankan tugas masing-masing.
IV.2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Pada indikator ini yang benar-benar diutamakan adalah kemapuan
pegawai dalam menjalankan sistem. Meskipun sistem LPSE sudah sangat baik,
infrastruktur dan segala hal penunjang dalam menajalankan sistem juga sudah
sangat baik, tetap saja tak akan ada gunanya ketika tidak ada orang yang benar-
benar mampu menjalankan sistem dalam hal ini yang paham mengenai internet.
Dalam setiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, sudah pasti akan ada
sosialisasi. Hal ini berlaku juga pada saat kebijakan pemerintah yang
menginstruksikan pengadaan secara elektronik, pelatihan maupun seminar
mengenai hal tersebut gencar dilaksanakan.
Sejalan dengan hal di atas narasumber juga mengatakan hal demikian
bahwa :
“kendala yang paling utama dalam hal IT selalu ada pada sumber daya
manusia yang kurang begitu mampu menjalankannya, sistem sudah bagus,
sarana dan prasarana juga sudah lengkap, tapi ketika tidak ada yang mampu
menjalakannya itu percuma, beruntungnya saat ini sering ada pelatihan-pelatihan
maupun seminar tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga
peningkatan keterampilan pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa
secara elektronik dapat berjalan baik, lagi pula ketika ingin membentuk panitia
pengadaan setiap tahunnya itu diseleksi, yang terpilih hanya 3 orang dan
memang bersertifikat, artinya panitia dipilih berdasarkan hasil seleksi dengan
mempertimbangkan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan memang benar-
benar paham dengan sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI, hanya yang jadi
masalah adalah kadang dari panitia tersebut ada yang kurang paham
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menggunakan tekhnologi internet sehingga menghambat kerja-kerja kepanitiaan
jadi perlu didampingi lagi” (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015)
Memperhitungkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan
sistem E-Procurement tidak hanya dilihat dari satu pihak saja yakni pihak kantor
tetapi juga dari pihak swasta atau perusahaan yang merupakan penyedia barang
dan jasa yang ingin mengikuti tender juga harus paham denan baik dalam
menggunakan IT, secara lebih spesifik yakni harus paham dalam menjalankan
sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI.
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya peningkatan
kualitas pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik benar-
benar dilakukan. Banyak pelatihan-pelatihan yang kemudian diadakan maupun
diikuti oleh pegawai di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae. Hal ini akan
meningkatkan kualitas para pegawai agar bisa menyesuaikan diri dengan
perkembangan teknologi dalam hal ini pemanfaatan teknologi dalam proses
pengadaan barang dan jasa.
Hal lain kemudian dijelaskan oleh beberapa narasumber dari pihak swasta
yang kemudian menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusianya dalam
hal IT bahwa :
“sumber daya manusia yang kami miliki memang telah mengerti tentang
LPSE Kementerian Kehitanan RI, sosialisasi setelah diberlakukannya peraturan
tentang itu membuat kami dari pihak penyedia barang dan jasa juga berusaha
untuk beradaptasi menyesuaikan perkembangan teknologi perusahaan dengan
pemerintahan, kami sangat antusias dengan LPSE ini karena meningkatkan
kualitas perusahaan dan juga mempermudah segala proses pengadaan barang
dan jasa, hal tersebut juga menuntut kami berusaha menawarkan hal terbaik, tapi
kadang hanya perusahaan yang paham tentang sistem LPSE Kementerian
Kehutanan yang menang lelang, jadi yang tidak begitu paham tentang asistem
LPSE Kementerian Kehutanan tidak begitu mampu bersaing, mungkin belum ada
karyawan mereka yang benar-benar mampu menggunakan internet” (CV.
Dirgantara Mandiri, CV. Sulawesi Unggul Lestari, CV. BalassukaTeknik Utama,
02-03 April 2015).
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Berdasarkan hasil wawancara 3 perusahaan swasta yang pernah
mengikuti tender di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menginstruksikan
untuk melaksanakan segala pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online
membuat perusahaan terpaksa harus beradaptasi dengan hal tersebut. Hal itu
membuat kualitas sumber daya manusia terkait masalah penggunaan IT juga
meningkat. Namun tidak semua perusahaan dengan cepat mampu beradaptasi
dengan hal tersebut sehingga ada saja perusahaan yang sebenarnya mampu
menyajikan barang dan jasa yang sesuai standar tapi dikarenakan karyawannya
masi belum mahir dalam hal teknologi internet tidak dapat ikut dalam alur proses
lelang.
Melihat permasalahan perusahaan yang kurang mampu mengoperasikan
internet namun sebenarnya mampu menyajikan kualitas barang yang sesuai
dengan standar yang ditetapkan sebenarnya adalah hal yang harus diatasi
sesegera mungkin. Ketika semua perusahaan yang ingin ikut tender dalam
pengadaan barang dan jasa mampu mengoperasikan internet dengan baik dan
paham tentang sistem LPSE Kementerian Kehutanan maka akan sangat baik
karena meningkatkan persaingan yang lebih ketat antara perusahaan-
perusahaan swasta.
IV.2.3. Perencanaan dan Manajemen
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
merencanakan dan mengatur pelaksanaan barang dan jasanya berdasarkan
kebutuhan dan program kerja yang pelaksanaannya selama satu tahun
berdasarkan anggaran yang disetujui. Hal tersebut sesuai dengan yang
dikatakan narasumber berikut :
73
“perencanaan pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhan,
ketika dibutuhkan maka segera dilakukan lelang, ada pula yang memang telah
direncanakan dalam program kerja tahun tersebut dan telah disepakati untuk
melakukan pengadaan sesuai dengan ketetapan tahun anggaran maka
pengadaan barang dan jasa akan dilakukan berdasarkan hal tersebut,
pelelangan sudah bisa dilakukan pada akhir tahun sebelumnya namun
pelaksanaannya baru pada tahun yang ditetapkan, alur proses lelang juga
terkontrol dengan baik karena berada dalam sistem LPSE Kementerian
Kehutanan RI” (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015).
Berdasarkan keterangan di atas setidaknya dapat diketahui bahwa
merencanakan dan mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa juga
sangat penting. Hal yang harus dilihat adalah pemahaman terhadap lingkungan
pengadaan, alur proses pengadaan, dan penggunaan informasi secara efektif.
Jika segala bentuk pengadaan mempertimbangkan segala sesuatunya lebih
dalam lagi maka akan dapat tepat guna.
Jika melihat hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa  beberapa
pengadaan barang dan jasa yang ada di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae diselenggarakan berdasarkan program kerja yang ditetapkan pada
rapat kerja Kementerian Kehutanan RI. Ada pula pengadaan barang dan jasa
yang dilakukan berdasarkan kebutuhan kantor seperti perbaikan fasilitas kantor
karena adanya kerusakan-kerusakan yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian
proses manajemen dari pengadaan barang dan jasa diatur langsung dan dikelola
oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia pengadaan barang dan
jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
IV.2.4. Kebijakan E-Procurement
Komponen ini berbicara tentang konsistensi penerapan kebijakan E-
Procurement pada suatu lembaga. Konsistensi penerapan kebijakan ini akan
memberikan dampak yang sangat positif demi kemajuan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. UPT BPDAS Jeneberang
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Walanae Kementerian Kehutanan RI telah mulai menerapkan kebijakan E-
Procurement pada tahun 2013 tapi belum secara keseluruhan. Nanti pada 2014
Kebijakan ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh.
Hal ini sesuai dengan keterangan dari salah satu informan bahwa :
“semenjak kebijakan ini dikeluarkan, pihak Kementerian Kehutanan RI di
pusat mulai menyosialisasikan kepada seluruh UPT di Indonesia untuk
menerapkan secara bertahap kebijakan ini, bertahap yang dimaksud yakni
melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan 60% secara
elektronik dan boleh 40% secara manual, namun lebih baik lagi jika mampu di
atas 60%, khusus di UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan
RI secara bertahap menerapkan kebijakan E-Procurement ini pada tahun 2013
dan kemudian 2014 sudah 100% pengadaan melalui elektronik hingga saat ini”
(Kepala Balai DAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 31 Maret
2015).
Wawancara diatas menunjukkan upaya UPT BPDAS Jeneberang Walanae
dalam memberikan informasi kepada perusahaan swasta tentang kebijakan ini.
Caranya dengan menyebarkan informasi kepada beberapa perusahaan yang
pernah bermitra kerja dengan kantor kemudian disebarluaskan ke beberapa
perusahaan-perusahaan lain. Melihat proses penerapan kebijakan ini yang
diterapkan secara bertahap memberikan pemahaman bahwa menerapkan suatu
kebijakan baru tidak serta merta harus 100% dikarenakan ada hal-hal yang perlu
dipelajari secara lebih mendalam agar kemapanan penerapan kebijakan dapat
tercapai.
Keterangan di atas juga diperkuat oleh informan berikut yang juga
mengatakan bahwa :
“penerapan E-Procurement dikantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
diterapkan secara bertahap, hal ini dilakukan agar supaya ada proses adaptasi
terhadap sistem LPSE, pada tahun 2013 pengadaan secara elektronik telah
diberlakukan namun belum 100%, istilahnya masih dalam proses transisi, nanti
pada tahun 2014 semua pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online (E-
Procurement)” (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015).
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Berdasarkan beberapa keterangan di atas telah diketahui kapan dan
seperti apa konsistensi penerapan kebijakan ini dilaksanakan oleh UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI. Kantor yang bersangkutan
dapat dikatakan konsisten menerapkan E-Procurement mulai dari tahun 2014
hingga saat ini. Penerapan kebijakan ini memang harus dilaksanakan secara
serius dikarenakan membutuhkan banyak biaya untuk menunjangnya, namun
ketika pengadaan berjalan sesuai dengan prosedur maka akan menghemat
biaya yang jauh lebih besar.
Konsistensi penerapan kebijakan E-Procurement sebenarnya menjadi
tantangan tersendiri oleh UPT-UPT yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini
dikarenakan kebijakan E-Procurement merupakan hal yang benar-benar baru.
Oleh karena itu Kementerian Kehutanan memberikan ruang-ruang yang lebih
kepada UPT-UPT untuk menerapkan kebijakan ini secara bertahap dan sedikit-
demi sedikit namun sesegera mungkin dilakukan secara keseluruhan. Ini
dilakukan agar ada proses adaptasi yang terjadi di setiap UPT-UPT yang ada di
seluruh Indonesia. Ketika proses adaptasi ada, maka akan memberikan
pemahaman yang lebih kepada para pelaku pengadaan karena mereka benar-
benar merasakan bagaimana kebijakan ini diterapkan.
IV.2.5. Perundang-Undangan dan Peraturan
Pada indikator ini dijelaskan bahwa keberadaan payung hukum dalam
penerapan keijakan E-Procurement sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dasar
dan aturan hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan E-Procurement akan
melahirkan kepatuhan, keadilan dan peningkatan kinerja pemerintah. Aturan
hukum juga akan melindungi para pelaku pengadaan barang dan jasa dari hal-
hal berbau suap.
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Peraturan dan Perundang-undangan harus mampu dipahami betul oleh
instansi terkait agar segala bentuk pengadaan barang dan jasa benar-benar
sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun terkadang masih ada panitia
pengadaan yang tidak mau tahu tentang aturan-aturan perundang-undang,
mereka hanya bekerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis.
Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa :
“pemahaman para pelaku pengadaan tentang aturan perundang-undangan
tidak begitu mereka perhatikan, mereka hanya bekerja sesuai petunjuk
pelaksanaan teknis dan sistem LPSE yang ada pada website Kementerian
Kehutanan RI, jadi sistem pula yang kemudian mengarahkan mereka untuk
melaksanakan pengadaan barang dan jasa” (Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret
2015).
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaku pengadaan barang
dan jasa kebanyakan kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Mereka hanya fokus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi
keharusan seperti menjalankan sistem LPSE kemudian menyelenggarakan
pembukaan tender pengadaan barang dan jasa dari pendaftaran hingga pada
penetapan pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Mereka beranggapan
bahwa petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan
penjabaran dari peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu lagi terlalu
memperhatikan peraturan perundang-undangan karena telah terjabarkan lewat
petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang informan bahwa :
“ketika ada pelatihan ataupun seminar mengenai pengadaan barang dan
jasa yang diikuti oleh beberapa pegawai kami, mereka hanya fokus pada
pelaksanaannya tanpa mau mengerti lebih jauh tentang undang-undang yang
mengatur tentang itu, asalkan sudah paham teknisnya mereka sudah tidak lagi
memperhatikan tentang undang-undang karena menurut mereka asalkan sudah
paham teknisnya maka peraturan perundang-undangan tidak begitu penting lagi
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karena pasti prosesnya akan berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan”
(Kepala Balai DAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 31 Maret
2015).
Melihat keterangan informan di atas telah diketahui bahwa para panitia
pengadaan barang dan jasa di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI tidak begitu menganggap penting peraturan
perundang-undangan yang sebenarnya begitu penting dikarenakan yang menjadi
pedoman dalam menerapkan kebijakan ini adalah peraturan perundang-
undangan.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang
dan jasa secara elektronik sangat penting untuk diketahui. Hal itu berguna untuk
para pelaku pengadaan barang dan jasa untuk memahami lebih jauh alasan-
alasan kenapa kebijakan ini kemudian harus diterapkan, apa saja keuntungan
yang didapatkan ketika kebijakan ini diterapkan, apa pelanggaran-pelanggaran
yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan proses pengadaan barang dan
jasa secara elektronik, dan lain-lain terkait pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Ketika para pelaku pengadaan abrang dan jasa secara elektronik
memahami peraturan perundang-undagan, yakin saja akan banyak keuntungan
yang didapatkan selama melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara
elektronik.
IV.2.6. Layanan Infrastruktur dan Web
Pada indikator ini UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI harus memenuhi syarat kelengkapan sarana penunjang untuk
menjalankan sistem E-Procurement dalam hal ini LPSE Kementerian Kehutanan
RI. Sarana yang dimasud yakni jaringan internet, komputer atau laptop dan hal-
hal lain yang menunjang untuk menjalankan proses dari SPSE itu sendiri. Jika
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melihat kantor kementerian yang berskala besar seperti UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI yang telah menyelenggarakan
E-Procurement, dapat dipastikan jaringan internet pada kantor tersebut sudah
cukup baik. Hal ini sesuai yang di kemukakan narasumber berikut :
“jika berbicara masalah infrastruktur penunjang dalam menyelenggarakan
proses E-Procurement, di kantor ini kami telah memasang wifi di beberapa titik,
ada di lantai 1 dan 2, ada juga dibeberapa titik lainnya., hal ini dilakukan untuk
mempermudah segala aktifitas pegawai dan membuat iklim kantor yang berbasis
teknologi lebih terasa. Terkait dengan komputer atau laptop yang disediakan
untuk pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa di kantor ini sudah ada,
namun pejabat maupun para panitia lebih memilih menggunakan laptop
pribadinya dibanding menggunakan komputer atau laptop yang disediakan, yang
terpenting yang mereka inginkan hanyalah ketersediaan jaringan internet untuk
mengakses LPSE” (Kepala Balai DAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI, 31 Maret 2015).
Berdasarkan keterangan di atas sangat jelas bahwa sarana penunjang
untuk menjalankan proses E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI cukup memadai dan tidak memiliki kendala
yang berarti. Peralatan-peralatan elektronik yang menunjang penerapan E-
Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae telah tersedia sesuai
dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh salah satu informan lain bahwa :
“infrastruktur pendukung yang disediakan oleh kantor sudah baik mulai dari
jaringan internet hingga pada komputer dan laptop yang disediakan, namun kami
dari pejabat pengadaan maupun panitia lebih nyaman menggunakan laptop
sendiri, lagi pula laptop pribadi dapat kami gunakan dimana pun dan kapan pun
sehingga mempermudah kami memantau proses pengadaan yang berlangsung
dalam LPSE Kementerian Kehutanan RI, yang kadang menjadi kendala
hanyalah listrik padam yang mengakibatkan wifi tak dapat digunakan, namun
sejak adanya genset hal itu sudah dapat teratasi” (Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30
Maret 2015)
Dengan demikian pada indikator ini sudah jelas bahwa sarana pendukung
mulai dari komputer atau laptop sampai pada jaringan internet sudah terpenuhi.
Semua hanya tergantung bagaimana pejabat dan panitia pengadaan barang dan
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jasa memanfaatkan segala hal yang telah disediakan oleh kantor untuk
menunjang proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kantor UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI. Komputer atau laptop,
ruangan, jaringan internet telah tersedia dan tinggal menunggu para panitia
pengadaan barang dan jasa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.
Kendala utama yang sering menghambat proses pengoperasian peralatan-
peralatan ini hanyalah listrik yang sering padam dan genset yang seharusnya
mengantisipasi padamnya listrik juga kadang memilki kendala. Namun di luar dari
masalah itu bisa dibilang kendala yang lain tidak mengganggu lagi proses
pengoperasian peralatan-peralatan penunjang penerapan E-Procurement ini.
IV.2.7. Standar
Pada indikator ini UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI memiliki standar pelaksanaan teknis yang mereka sebut petunjuk
pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa yang diatur langsung dari
Kementerian Kehutanan RI pusat. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik juga diatur oleh sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI.
Hal ini sesuai yang dikatakan oleh informan berikut bahwa :
“UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
berpedoman pada aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diatur
dari pusat, setiap pelatihan ataupun seminar pengadaan barang dan jasa secara
elektronik selalu ditekankan pada petunjuk pelaksanaan teknis sehingga para
pegawai yang ikut pelatihan maupun seminar itu sangat memperhatikan hal
tersebut, namun ada saja pegawai yang masih kurang begitu paham pada
petunjuk pelaksanaan teknis ini, hal tersebut membuat kami selaku pimpinan
kembali memberikan kepercayaan kepada panitia pengadaan yang sudah lebih
dulu paham atau bisa dibilang pegawai yang senior dalam hal pengadaan barang
dan jasa, hal ini memang baik untuk kepentingan bersama namun akan
mengurangi regenerasi panitia pengadaan barang dan jasa” (Kepala Balai DAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 31 Maret 2015).
Dari wawancara di atas diketahui bahwa standar pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae berpedoman pada
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petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari Kementerian Kehutanan
pusat. Segala alur proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik diatur
melalui sistem LPSE.
Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang informan bahwa :
“terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis, para panitia memang benar-
benar dibekali pada saat pelatihan maupun seminar pengadaan barang dan jasa
secara elektronik namun ketika sudah ditunjuk menjadi panitia kadang kala
mereka masih belum begitu paham tentang petunjuk pelaksanaan tersebut dan
membuat proses pengadaan barang dan jasa agak sedikit terhambat, hal ini
kami coba siasati dengan menetapkan 3 orang panitia agar saling menutupi
ketika ada hal-hal teknis yang terkendala seperti masalah tadi” (Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI, 30 Maret 2015)
Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas membuktikan masalah
teknis masih sedikit mengganggu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa walaupun sudah coba diatasi dengan mempercayakan kepada panitia-
panitia terdahulu namun mengurangi regenerasi panitia pengadaan dan juga
panitia yang ditunjuk berusaha fleksibel dalam bekerja agar kekurangan dari
masing-masing panitia dapat ditutupi. Bukan masalah berarti namun sudah
selayaknya para pelaku pengadaan barang dan jasa harus memahami lebih
dalam lagi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  secara
elektronik karena standar pelaksanaan itulah yang menjadi acuan secara teknis
dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.
Standar pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang langsung
diatur oleh Kementerian Kehutanan pusat dan dilaksanakan secara menyeluruh
di Indonesia membuat sistem LPSE Kementerian Kehutanan juga mewadahi
secara menyeluruh UPT-UPT yang ada di Indonesia. Ini berarti petunjuk
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik hingga pada sistem
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LPSE yang juga termasuk alur proses pengadaan barang dan jasa telah diatur
oleh pusat dan langsung adopsi oleh seluruh UPT-UPT yang ada di Indonesia.
IV.2.8. Integrasi Sektor Swasta
Pada indikator ini yang menjadi titik berat yakni respon swasta terhadap
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement). Bagaimana
kemudian sektor swasta menyikapi kebijakan ini. Sudah pasti perusahaan swasta
harus mampu beradaptasi dengan kantor yang bersangkutan dalam mengikuti
tender yang dibuka secara online. Jika ingin tetap menjadi mitra kerja UPT
BPDAS Jeneberang Walanae maka perusahaan swasta harus mampu mengikuti
aturan main yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan :
“ketika kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik
diberlakukan maka kami dari pihak kementerian kemudian berbenah untuk
beradaptasi dengan kebijakan tersebut, yakni dengan meningkatkan kualitas
infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Tidak hanya dari piahak
Kementerian Kehutanan Ri tapi juga untuk pihak swasta yang kemudian harus
mampu beradaptasi dengan kebijakan ini dimana tidak akan ada lagi pengadaan
yang dilayani secara manual, hal ini mengakibatkan mau tidak mau sektor
swasta harus mengikuti aturan main dalam pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Dari pengadaan setahun terakhir ini sektor swasta dapat dikatakan
cukup aktif mengikuti tender yang dibuka secara online, itu artinya mereka sudah
mampu beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku yakni melaksanakan
pengadaan secara elektronik” (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015)
Sejalan dengan hal tersebut narasumber lain mengatakan bahwa :
“awalnya kami bingung dengan LPSE Kementerian Kehutanan, namun
dengan adanya sosialisasi dan petunjuk-petunjuk dalam pengoperasiannya
membuat kami juga mampu beradaptasi dengan hal tersebut, lagi pula
perusahaan kami juga tidak begitu tertinggal, rata-rata karyawan sudah mampu
menggunakan komputer dengan baik” (CV. Sulawesi Unggul Lestari, 03 April
2015).
Lain halnya dengan narasumber yang satu ini, beliau mengatakan bahwa :
“sejak diberlakukannya peraturan tersebut tentang pengadaan barang dan
jasa secara elektronik di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI, perusahaan kami tidak begitu kaget dikarenakan kami sudah
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pernah mengikuti tender secara elektronik sebelumnya di tempat lain. Jadi untuk
beradaptasi kami tidak begitumenemui kesulitan. Yang jelas jika ingin berhitung
tentang untung dan rugi pasti kami akan memilih pengadaan secara elektronik,
banyak kemudahan yang ada didalamnya” (CV. Balassuka Teknik Utama, 02
April 2015).
Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh salah satu narasumber lain
bahwa :
“ada atau tidaknya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa secara
elektronik, beradaptasi dengan perkembangan teknologi sudah merupakan hal
yang wajib dilakukan melihat perkembangan zaman sekarang, jika tidak
berusaha paham dengan teknologi maka kita akan ketinggalan. Sebelumnya
kami belum tahu cara mengakses LPSE Kementerian Kehutanan RI, namun
berkat  sosialisasi yang ada sedikit demi sedikit kami mulai paham menggunakan
LPSE Kementerian Kehutanan RI. Setelah mengikuti tender secara online dan
kemudian dinyatakan menang, sangat banyak efisiensi yang kami dapatkan,
baiaya transportasi, penggunaan kertas, dan masih banyak lagi hal yang
kemudian dapat kami pangkas dengan adanya LPSE tersebut” (CV. Dirgantara
Muda Mandiri, 02 April 2015).
Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, integrasi sektor swasta
menjadi hal yang sangat penting terkait dengan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik dikarenakan sektor swasta yang menjadi penyedia barang dan
jasa. Tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan oleh sektor swasta kecuali
berusaha beradaptasi menggunakan teknologi dalam pengadaan barang dan
jasa.
Ketika kebijakan ini keluar maka sudah menjadi sebuah keharusan oleh
pihak kedua dalam hal ini perusahaan swasta  untuk sesegera mungkin
beradaptasi dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pengadaan barang dan
jasa yang tendernya dibuka secara online membuat perusahaan-perusahaan
swasta berupaya mengikuti aturan main yang ada. Perusahaan-perusahaan
swasta yang tidak mampu mengikuti aturan main yakni pengadaan barang dan
jasa secara elektronik harus gigit jari. Walaupun secara kompetensi barang dan
jasa yang ditawarkan memiliki standar yang tidak kalah dengan perusahaan-
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perusahaan lain tetapi akibat dari ketidakmampuannya mengikuti tender online
membuatnya tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam tender
pengadaan barang dan jasa.
IV.2.9. Sistem E-Procurement
Pada indikator ini UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI terintegrasi langsung oleh Kementerian Kehutanan RI. Sistem
LPSE yang digunakan merupakan LPSE Kementerian Kehutanan RI.
Sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI (SPSE Kementerian Kehutanan
RI) sudah mulai meninggalkan transaksi pengadaan secara manual. Segala
bentuk pengadaan yang dulunya manual perlahan ditinggalkan dan akhirnya
segala bentuk pengadaan telah dilakukan melalui LPSE Kementerian
Kehutanan.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan informan bahwa :
“LPSE Kementerian Kehutanan RI sudah cukup baik, jika melihat menu
aplikasi yang disediakan sangat lengkap mulai dari akses untuk masuk sebagai
penyedia maupun non penyedia sampai pada tahapan akhir terstruktur dengan
rapi, segala bentuk transaksi semua ada dalam aplikasi, sistem ini pun akan
memperliahatkan sisi transparansinya karena semua penyedia barang yang
memiliki user id untuk login dapat melihat proses pengadaan barang dan jasa”.
(Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI, 30 Maret 2015).
Berdasarkan keterangan di atas, bahwa Kementerian Kehutanan RI telah
memilki sistem E-Procurement yang sudah terbilang baik berdasarkan aplikasi
dalam LPSE Kementerian Kehutanan RI. Panitia pengadaan hanya tinggal
mengakses kemudian menjalankan sistem untuk memulai proses pembukaan
lelang dalam LPSE Kementerian Kehutanan RI.
Berdasarkan hasil temuan, sistem E-Procurement juga harus menyentuh
secara umum para penyedia barang dan jasa dalam hal ini perusahaan swasta
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yang ingin ikut tender. Penyedia barang dan jasa juga akan dengan mudah
mengikuti proses dalam LPSE ketika telah mendaftar terlebih dahulu.
Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh salah satu narasumber :
“jika melihat sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI sudah cukup baik,
kami dapat mengikuti tender dengan mengakses website LPSE Kementerian
Kehutanan RI kemudian login menggunakan user id yang telah kami daftar
sebelumnya, LPSE Kementerian Kehutanan juga mudah dimengerti karena
semua memiliki petunjuk untuk menjalanakan aplikasi, aplikasi ini lebih
memudahkan kami untuk mengikuti tender dibanding dengan mengikuti tender
secara manual yang banyak memakan biaya dan berbelit-belit, aplikasi ini
memberikan dampak persaingan perusahaan yang lebih sehat dan terbuka” (CV.
Dirgantara Muda Mandiri, 02 April 2015).
Sejalan dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh salah satu informan
bahwa :
“LPSE Kementerian Kehutanan RI memudahkan kami dalam mengikuti
tender, biaya yang digunakan juga akan berkurang karena kami tidak perlu lagi
bersusah-susah untuk datang ke kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI, kami hanya tinggal membuka website LPSE
Kementerian Kehutanan melalui komputer dan kemudian melakukan proses
pendaftaran dan akhirnya terdaftar sebagai salah satu peserta lelang” (CV.
Balassuka Teknik Utama, 02 April 2015).
Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh salah satu informan lagi
bahwa :
“dengan adanya aplikasi LPSE Kementerian Kehutanan RI, kami tidak
kesulitan lagi jika tender dibuka, pernah ada kejadian ketika perusahaan lain
yang berkantor di luar daerah makassar kemudian tidak dapat mengikuti tender
dikarenakan terlambat memasukkan berkas walau hanya berselang beberapa
jam saja, ketika jam kerja kantor sudah selesai maka tidak ada lagi yang bisa
mendaftar utnuk mengikuti tender, padahal jika mendaftar melalui LPSE sudah
bisa dipastikan hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi” (CV. Sulawesi Unggul
Lestari, 03 April 2015).
Berdasarkan beberapa hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa
pada indikator ini yakni sistem E-Procurement sudah cukup baik karena
memberikan banyak manfaat bagi kedua pihak baik penyedia maupun non
penyedia (panitia pengadaan) mulai dari waktu, tenaga, dan biaya. Hal yang
kemudian menjadi masalah lagi-lagi pada kualitas sumber daya manusia dalam
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hal ini para pelaku pengadaan barang dan jasa mulai dari pegawai kantor hingga
pada pihak penyedia barang dan jasa yang kadang masih kurang mahir
mengoperasikan sistem LPSE yang telah tersedia.
Melihat seluruh hasil wawancara tadi, dapat diketahui bahwa faktor
penghambat dari penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI terletak pada sumber daya manusianya.
Ada yang belum begitu paham tentang petunjuk pelaksanaan teknis dan masih
bergantung pada panitia-panitia terdahulu, ada pula yang tidak begitu
menganggap penting peraturan perundang-undangan dan hanya memperhatikan
petunjuk pelaksanaan teknis. Padahal peraturan perundang-undangan menjadi
acuan mereka dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (E-Procurement). Peraturan perundang-undangan pula yang kana
terus mengawal mereka sehingga tindakan-tindakan korupsi bisa ditiadakan
karena pemahaman kita terhadap aturan perundang-undangan yang benar-
benar baik.
IV.3. Pembahasan
Secara spesifik, dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi
proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi
kebutuhan akses informasi yang real time. Mengacu pada Peraturan Presiden ini,
maka UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI berupaya
menerapkan E-Procurement agar tujuan itu dapat tercapai.
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Sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI menunjukkan bahwa praktek
pengadaan barang dan jasa secara elektronik memang bertujuan untuk
memberikan banyak manfaat mulai dari efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas. Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan E-
Procurement berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga
pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran,
hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan
barang. Sudah jelas jika penerapan E-Procurement berjalan sesuai aturan maka
manfaat yang dijelaskan tadi akan terpenuhi. Yang terpenting adalah aturan-
aturan tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik dipatuhi oleh pihak
penyelenggara.
Seperti yang kita ketahui bahwa E-Procurement merupakan perwujudan E-
Government secara lebih spesifik. Menjalankan pemerintahan dengan berbasis
elektronik benar-benar merupakan sebuah keharusan di zaman moderen seperti
saat ini. Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) mengatakan secara jelas
dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep E-
Government, yaitu Amerika dan Inggris telah menggambarkan manfaat yang
diperoleh dengan diterapkannya konsep E-Government bagi suatu negara.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi E-
Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan
masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum.
Berdasarkan kerangka konsep yang dikemukakan oleh McDermont dalam
United Nations Publication (2006:19) mengatakan ketika melakukan penilaian,
penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terlibat dalam
pembangunan jangka panjang dari sistem Electronic Government Procurement
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(e-GP). Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa sektor yakni
sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan , manajemen pengadaan, dan
perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok pemasok dalam
konstruksi dan kesehatan, dan kelompok konsumen. Komponen kunci dari
penilaian tersebut ada 9 indikator yang penulis gunakan yakni 1) Kepemimpinan
Pemerintah; 2) Manajemen Sumber Daya Manusia; 3) Perencanaan dan
Manajemen; 4) Kebijakan E-Procurement; 5) Perundang-undangan dan
Peraturan; 6) Layanan Infrastruktur dan Web; 7) Standar; 8) Integrasi Sektor
Swasta; 9) Sistem E-Procurement. Berangkat dari 9 indikator tersebut maka
diperoleh bahwa penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI berada pada 9 komponen kunci yang
dijelaskan  McDermont tadi. Namun bila dicermati dibeberapa kantor-kantor
pemerintah seringkali terdapat masalah dalam penerapan E-Procurement. Maka
dari itu, identifikasi dari setiap indikator tersebut merupakan suatu hal penting
dalam mengetahui bagaimana penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.
IV.3.1. Kepemimpinan Pemerintah
Seperti yang dikatakan McDermont (2006) tentang pentingnya
penyesuaian visi pimpinan terkait masalah penerapan (e-GP) Electronic
Government Procurement atau yang kita kenal dengan pengadaan barang dan
jasa secara elektronik. Ketika pimpinan mendukung penerapan kebijakan ini
maka hal-hal penunjang penerapan kebijakan ini juga akan diupayakan untuk
terpenuhi.
Melihat visi pimpinan dalam penerapan E-Procurement di kantor UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI bisa dikatakan
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sinergis. Hal ini dikarenakan upaya pemenuhan hal-hal penunjang penerapan E-
Procurement juga telah terpenuhi walaupun dalam pelaksanaannya masih
terkendala oleh kualitas sumber daya manusia. Namun jika melihat upaya
pimpinan terbilang sudah maksimal dalam menunjang penerapan kebijakan ini.
Hal itu dibuktikan dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas penujuang dan juga
upaya peningkatan kompentensi pegawainya.
IV.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Komponen sumber daya manusia dalam penerapan E-Procurement
menekankan pentingnya keberadaan orang yang mampu mengoperasikan
sistem E-Procurement. Sumber daya manusia yang dimkasud terkait dengan
sejauh mana pegawai mampu mengoperasikan sistem E-Procurement dan
bagaimana instansi terkait mampu melakukan pengembangan dan pembinaan
untuk para pelaku pengadaan di kantor yang bersangkutan untuk
menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Demikian pula pada komponen sumber daya manusia yang diharuskan
memiliki pegawai yang mampu mengoperasikan sistem E-Procurement dalam
hal ini LPSE Kementerian Kehutanan RI. UPT BPDAS Jenebrang Walanae
Kementerian Kehutanan RI telah memenuhi hal tersebut. Pengembangan
kompetensi pejabat pengadaan sampai pada panitia pengadaan benar-benar
dilakukan. Pelatihan bagi para calon panitia pengadaan merupakan sebuah
keharusan dan menjadi syarat mutlak sebelum terpilih sebagai panitia
pengadaan barang dan jasa. Tidak diperbolehkan pegawai menjadi panitia
pengadaan barang dan jasa tanpa sertifikat pelatihan terkait barang dan jasa. Ini
membuktikan bahwa manajemen sumber daya manusia terkait dengan
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pengadaan barang dan jasa di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI sudah terbilang baik.
IV.3.3. Perencanaan dan Manajemen
McDermont (2006) mengatakan bahwa merencanakan dan mengatur tata
kelola pengadaan barang dan jasa juga sangat penting. Hal yang harus
diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan tersebut adalah pemahaman
tentang lingkungan pengadaan, alur proses pengadaan, dan penggunaan
informasi secara efektif.
Dalam konteks ini UPT BPDAS Jeneberang Walanae merencanakan dan
mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa itu berdasarkan kebutuhan.
Ketika dibutuhkan maka akan dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa.
Namun ada pula yang memang telah direncanakan untuk diadakan sebagai
program kerja pada tahun berikutnya. Jadi UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI tidak begitu saja melakukan pengadaan barang dan
jasa tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian harus dipenuhi untuk kemudian
menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa. Alur proses pengadaan
barang dan jasa juga terkontrol dengan baik karena semua berada dalam sistem
LPSE Kementerian Kehutanan RI.
IV.3.4. Kebijakan E-Procurement
Konsistensi penerapan kebijakan E-Procurement merupakan sebuah
keharusan. Seperti yang di katakan McDermont (2006) bahwa hal ini terkait
anggaran yang telah dikeluarkan untuk memulai penerapan kebijakan ini yang
cukup memakan biaya. Ketika setengah-setengah menerapkan kebijakan E-
Procurement, hal yang ingin dicapai yakni meningkatkan efektifitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas juga akan setengah-setengah. Terlebih lagi ketika
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kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan menghemat pengeluaran
anggaran pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI telah mulai
menerapkan kebijakan ini pada awal tahun 2013 namun belum semua
pengadaan dilakukan melalui proses E-Procurement, dapat dikatakan masih
dalam proses transisi dari pengadaan barang dan jasa secara manual ke
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nanti pada tahun 2014 hingga
saat ini seluruh pengadaan barang dan jasa telah konsisten melalui sistem LPSE
Kementerian Kehutanan RI. Tidak ada lagi pengadaan secara manual.
IV.3.5. Perundang-Undangan dan Peraturan
Pemahaman terhadap perundang-undangan dan peraturan sangat penting
melihat dasar dan aturan hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan E-
Procurement ada pada peraturan perundang-undangan. Hal yang dimaksud
yakni pemantauan kepatuhan, keadilan, efisiensi dan kinerja pengadaan
pemerintah. Peraturang perundang-undangan pula yang akan melindungi para
pelaku pengadaan barang dan jasa agar tetap berada pada jalur yang benar dan
meninggalkan tindakan korupsi.
UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI memilki
seorang pejabat pengadaan barang dan jasa dan setiap tahun anggaran selalu
mengeluarkan SK panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia yang ditunjuk
telah terlebih dahulu memiliki sertifikat terkait pengadaan barang dan jasa dari
pelatihan-pelatihan maupun seminar pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Tentu saja dari pelatihan-pelatihan dan seminar tersebut diharapkan
lahir pegawai yang berkualitas baik dalam hal pengadaan barang dan jasa
secara elektronik. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga
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sangat diharapkan agar para pelaku pengadaan benar-benar bekerja dengan
baik sesuai dengan tugas yang diberikan tanpa melakukan hal-hal diluar dari
aturan. Berdasarkan temuan penelitian, panitia pengadaan barang dan jasa di
kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI kadang
tidak begitu menganggap penting peraturan perundang-undangan, mereka
hanya bekerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis. Padahal telah
diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang nantinya akan terus jadi
pedoman karena dasar hukum yang akan membatasi kita dalam bekerja adalah
peraturan perundang-undangan.
IV.3.6. Layanan Infrastruktur dan Web
Tanpa mengesampingkan indikator-indikator lain dalam E-Procurement,
Infrastruktur dan web pada penerapan E-Procurement merupakan yang utama
dalam menjalankan sistem. Hal ini karena tanpa infrastruktur penopang E-
Procurement, maka proses pengadaan melalui sistem LPSE Kementerian
Kehutanan RI tidak dapat dilaksanakan. Misalnya saja komputer dan wifi, tanpa
salah satunya saja maka kegiatan E-Procurement tidak dapat dilaksanakan, hal
ini karena untuk mengakses sistem LPSE dibutuhkan jaringan internet dan juga
komputer sebagai media elektronik.
Dalam penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
khususnya dilihat dari sisi layanan infrastruktur dan web yang ada, telah tersedia
hal yang dianggap perlu dalam menunjang pelaksananaan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik mulai dari perlengkapan fisik dan non fisik.
Perlengkapan fisik seperti ruangan kerja, komputer ataupun laptop, wifi dan lain-
lain. Sementara itu perlengkapan non fisik yakni jaringan internet dan LPSE
Kementerian Kehutanan. Yang jadi masalah utama hanya kendala-kendala
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teknis seperti padamnya listrik atau adanya kerusakan pada perlengkapan yang
berkaitan dengan E-Procurement. Namun hal tersebut tidak begitu mengganggu
karena jika terjadi hal seperti itu maka akan sesegera mungkin diselesaikan. Di
kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI sendiri
telah memenuhi perlengkapan tersebut dan kualitasnya juga sudah merupakan
yang terbaik saat ini. Itu artinya infrastruktur dan web yang tersedia di kantor ini
sudah cukup baik.
IV.3.7. Standar
Standar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
merupakan petunjuk para panitia pengadaan barang dan jasa dalam
melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal ini akan
mengatar para panitia pengadaan dari awal hingga akhirdalam proses
pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui sistem LPSE.
DI kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
sendiri, melaksanakan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada aturan
pusat mengenai petunjuk pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Petunjuk pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa secara
elektronik juga mencakup sistem LPSE yang didalamnya mengatur tentang alur
proses lelang dari awal hingga akhir pentepan pemenang lelang. Namun kendala
pemahaman para panitia terhadap aturan perundang-undangan juga masih
membayangi. Masih ada saja panitia yang belum begitu paham petunjuk
pelaksanaan teknis, terlebih lagi ada yang masih belum mahir menggunakan
internet sehingga sedikit menghambat proses pengadaan barang dan jasa
secara elektronik di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI.
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IV.3.8. Integrasi Sektor Swasta
Komponen ini berkaitan dengan respon vendor (perusahaan swasta)
terhadap aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Komponen ini juga menekankan bagaimana vendor mampu beradaptasi dengan
aturan-aturan tersebut karena tanpa pemahaman yang benar-benar baik
terhadap aturan-aturan yang ada maka akan sulit untuk vendor mengikuti
persaingan dalam tender pengadaan barang dan jasa secara elektonik. Hal ini
pun tidak terlepas dari peran instansi terkait untuk menyosialisasikan tentang
kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Dalam konteks ini  kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI telah melakukan sosialisasi kepada para vendor tentang kebijakan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Setelah sosialisasi ini sampai
kepada para vendor maka secara tidak langsung vendor pun harus mampu
beradaptasi dengan aturan-aturan main dalam pengadaan barang dan jasa
tersebut. Itu pula yang terjadi pada beberapa perusahaan swasta yang ingin
tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain. Mereka terus berupaya untuk
mengikuti perkembangan zaman untuk menjaga perusahaannya tetap maju.
Dengan demikian sektor swasta sudah cukup baik dalam upaya adaptasi
terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
IV.3.9. Sistem E-Procurement
McDermont (2006) mengatakan sistem E-Procurement merupakan aplikasi
dalam menjalankan E-Procurement, mulai dari perencanaan, seleksi,
pengembangan, implementasi dan pemeliharaan sistem E-Procurement untuk
mendukung tender publik, manajemen kontrak sampai pada pembelian barang
dan jasa yang harus update sehingga memudahkan proses E-Procurement.
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Kemudian hal lain yang ditekankan dalam komponen ini yakni bagaimana
sistem E-Procurement memberikan dampak yang lebih baik dalam proses
pengadaan barang dan jasa secara online di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI. Jika berkaca dari penerapannya di kantor
tersebut, yang dapat kita lihat pada indikator ini yakni segala proses mulai dari
pendaftaran hingga penetapan calon pemenang tender pengadaan barang dan
jasa semua melalui sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI. Pejabat dan panitia
pengadaan barang dan jasa hanya tinggal membuka pendaftaran untuk para
peserta lelang, kemudian perusahaan swasta yang ingin ikut tender
dipersilahkan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem.
Sistem LPSE ini kemudian memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan
tugas masing-masing dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini
membuktikan bahwa sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI sudah bisa
dikatakan baik karena terstruktur dengan rapi dari awal hingga akhir.
Adapun data tambahan selain hasil penelitian dari 9 komponen tadi yakni
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menhut-Ii/2014
tentang unit layanan pengadaan di lingkup Kementerian Kehutanan kemudian
menjelaskan beberapa poin terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement
yakni digolongkan berdasarkan besaran nilai dari barang dan jasa tersebut.
Berdasarkan aturan tersebut diperoleh ketentuan sebagai berikut :
Pengadaan barang/jasa yang wajib dilaksanakan oleh Pokja ULP yaitu:
- Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di
atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
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- Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
Kewajiban 100% melaksanakan E-Procurement pada pengadaan barang
dan jasa oleh UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
dengan besaran di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan besaran di atas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) membuat proses pengadaan barang dan
jasa menjadi lebih transparan sehingga menjauhkan para pelaku pengadaan
barang dan jasa dari tindakan korupsi.
Pengadaan barang dan jasa di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae
Kementerian Kehutanan RI yang terakhir pada tahun 2014 dapat di lihat pada
tabel berikut :
Tabel 6. Deskripsi Pengadaan Barang dan Jasa
KEMENTERIAN
KEHUTANAN RI
KEGIATAN
: DIPA Balai Pengelolaan DAS
Jeneberang Walanae Tahun
Anggaran 2014
PEKERJAAN
: Pengadaan Bibit Tanaman Hutan
Rakyat Sebanyak 265.000 Batang
Wilayah Layanan Kabupaten
Soppeng Tahun 2014 Paket 1 [satu]
PENGUMUMAN
PEMENANG
NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN
:
:
:
PG.26/BPDASJW-2/2014
28 Oktober 2014
1 [satu] Eksampelar
Sumber : UPT BPDAS Jeneberang Walanane Kementerian Kehutanan RI
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Dari data di atas yakni Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Sebanyak
265.000 Batang Wilayah Layanan Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Paket 1
[satu], Nilai Total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp. 1.060.000.000,- (satu
milyard enam puluh juta rupiah), diperoleh pemenang hasil pelelangan, sebagai
berikut :
Pemenang
- Nama Perusahaan : CV. Balassuka Teknik Utama
- Alamat : Jl. Mancini Raya No. 68 Makassar
- Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 854.000.000,-
- NPWP : 66.854.168.3-805.000
Pemenang Cadangan
- Nama Perusahaan : CV. Pilar Mitratama
- Alamat : Jl. Bajinyawa No. 1 Makassar
- Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 858.500.000,-
- NPWP : 02.853.538.3-804.000
HASIL EVALUASI PENAWARAN
1. Koreksi Aritmatik
Tabel 7. Deskripsi Harga Peserta Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS
Jeneberang Walanane
No. Nama Peserta
Harga
Penawaran
(Rp)
Harga
Penawaran
Terkoreksi
(Rp)
Hasil
1. CV. Queen Global 846.250.000 846.250.000 Lulus
2. CV. Balassuka Teknik Utama 854.000.000 854.000.000 Lulus
3. CV. Pilar Mitratama 858.500.000 858.500.000 Lulus
4. CV. Bengo Hutani 868.300.000 868.300.000 Lulus
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5. CV. Adirahayu Sejahtera 900.150.000 900.150.000 Lulus
6. CV. Batar Mario 1.017.500.000 1.017.500.000 Lulus
Sumber : UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
2. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi dan Pembuktian
Kualifikasi
Pelaksanaan Evaluasi dalam pelelangan sederhana dengan
pascakualifikasi ini menggunakan metode evaluasi sistem gugur
dilakukan terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah
koreksi aritmatik, dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 8. Deskripsi Kelulusan Peserta Pengadaan Barang dan Jasa UPT BPDAS
Jeneberang Walanae
No. Nama Peserta Harga Evaluasi Ket.
1. CV. Queen Global - Memenuhi Syarat Administrasi
- Memenuhi Syarat Teknis
- Memenuhi Syarat Harga Penawaran
- Memenuhi Syarat Kualifikasi
- Memenuhi Syarat Pembuktian
Kualifikasi
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Tidak
Lulus*)
2. CV. Balassuka
Teknik Utama
- Memenuhi Syarat Administrasi
- Memenuhi Syarat Teknis
- Memenuhi Syarat Harga Penawaran
- Memenuhi Syarat Kualifikasi
- Memenuhi Syarat Pembuktian
Kualifikasi
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Lulus
3. CV. Pilar Mitratama - Memenuhi Syarat Administrasi
- Memenuhi Syarat Teknis
- Memenuhi Syarat Harga Penawaran
- Memenuhi Syarat Kualifikasi
- Memenuhi Syarat Pembuktian
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Lulus
- Lulus
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Kualifikasi
*) Catatan
 CV. Queen Global tidak dapat membuktikan (BAB III. Huruf E. Klausul 29.2 IKP Dokumen
Pengadaan) Legalitas Tenaga Teknis/Terampil dan kemampuan menyediaka peralatan
minimal (Milik/Sewa), sebagaimana yang dipersyaratkan pada BAB V. Huruf B. Point 8
dan Point 9 LDK Dokumen Pengadaan. Sehingga dinyatakan Tidak Sesuai ( Tidak Lulus).
Sumber : UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI
Itulah tadi contoh pemenang lelang  pengadaan barang dan jasa dengan
jenis Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Sebanyak 265.000 Batang
Wilayah Layanan Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Paket 1 (satu). Pemilihan
pemenang selalu melihat harga penawaran yang rendah dengan syarat sesuai
dengan seluruh kualifikasi yang ditetapkan.
Berdasarkan seluruh hasil penelitian dengan komponen penilaian
McDermont, terlepas dari masalah kualitas sumber daya manusia, dapat
dikatakan bahwa saat ini penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS
Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI secara umum sudah cukup
baik. Namun di balik itu, kantor ini akan terus berupaya meningkatkan
kemapanannya dalam menerapkan E-Procurement terlebih lagi perkembangan
teknologi semakin pesat dari masa ke masa. Ini bertujuan agar seluruh
komponen tadi mencapai tahap yang ideal sehingga proses penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya.
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BAB V
PENUTUP
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisa pada bab 4 yakni penerapan E-
Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan E-
Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian
Kehutanan RI dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan dari 9 indikator
atau komponen inti penelitian ini hampir seluruhnya terpenuhi.
- Pada indikator pertama yakni kepemimpinan pemerintah yang
mengemukakan tentang dukungan pimpinan dalam penerapan
kebijakan E-Procurement sudah dilakukan. Hal itu terbukti dengan
upaya pimpinan dalam memenuhi hal-hal penunjang terkait
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- Pada indikator sumber daya manusia dimana kemampuan pegawai
dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik melalui LPSE serta peningkatan kompetensi pegawai terkait
hal tersebut terpenuhi dengan cukup baik walaupun masih ada pegawai
yang kualitasnya terkait pengadaan barang dan jasa belum meningkat
secara signifikan dan sedikit menghambat proses pengadaan barang
dan jasa secara elektronik.
- Pada indikator manajemen dan perencanaan terkait dengan tata kelola
pengadaan barang dan jasa dapat dikatakan cukup baik dikarenakan
perencanaan dan manajemen pengadaan barang dan jasa secara
elektronik dilakukan berdasarkan kebutuhan dan program kerja serta
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alur proses pengadaan barang dan jasa terkontrol dengan baik karena
berada dalam sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI.
- Pada indikator kebijakan E-Procurement yang membahas tentang
konsistensi penerapan kebijakan dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini
dikarenakan penerapan kebijakan E-Procurement di kantor UPT
BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI telah
konsisten sejak tahun 2014 hingga saat ini.
- Pada indikator perundang-undangan dan peraturan sedikit bermasalah.
Hal ini disebabkan karena panitia pengadaan barang dan jasa tidak
menganggap penting hal tersebut dan hanya fokus pada petunjuk
pelaksanaan teknis.
- Pada indikator layanan infrastruktur dan web telah terpenuhi sesuai
dengan aturan dimana perlengkapan fisik dan non fisik serta jaringan
internet dan website Kementerian Kehutanan di kantor tersebut tersedia
dengan baik.
- Pada indikator standar juga sedikit bermasalah. Meskipun panitia
pengadaan barang dan jasa fokus dalam petunjuk pelaksanaan teknis
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, masih ada saja yang
kurang paham menggunakan internet sehingga sedikit menghambat
proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- Pada indikator integrasi sektor swasta dapat dikatakan terpenuhi
dengan baik dimana telah adanya sinergitas antara instansi terkait
dengan para perusahaan swasta serta aktifnya perusahaan-
perusahaan tersebut dalam merespon kebijakan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik ini.
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- Pada indikator terakhir yakni sistem E-Procurement telah terpenuhi
dengan baik dimana semua alur proses pengadaan barang dan jasa
berada dalam sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI dari awal
pendaftaran hingga akhir penetapan pemenang tender
Beberapa faktor yang menjadi kendala-kendala ataupun menjadi faktor
penghambat selama proses pelaksanaannya yakni penyedia barang dan jasa
masih banyak yang belum memahami alur sistem Full Electronics dalam hal ini
proses pengadaan dari awal hingga akhir menggunakan sistem elektronik,
tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci
kerahasiaan lainnya oleh user, kelompok kerja belum sepenuhnya dapat
mengikuti periode jadwal lelang tepat waktu sesuai dengan apa yang ditetapkan,
dan keterlambatan proses berita acara juga kadang menghambat.
V.2. Saran
Mencermati penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang
Walanae Kementerian Kehutanan RI ini, ada beberapa saran yang diberikan
penulis untuk lebih mematangkan penerapannya sehingga berjalan secara
optimal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah terus meng-update
perlengkapan-perlengkapan elektronik agar dapat menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi sehingga tetap menunjang pengoperasian internet di
kantor tersebut. Yang kedua yakni peningkatan kompetensi pegawai secara
merata di berbagai departemen di kantor tersebut dalam menggunakan komputer
serta internet. Yang ketiga yakni memberikan pemahaman yang lebih baik lagi
kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik terkait
masalah peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat yakni terus meng-
update sistem LPSE Kementerian Kehutanan RI agar terus berada pada kondisi
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terbaik. Yang kelima perlu adanya pelatihan kepada pihak penyedia barang dan
jasa agar lebih paham lagi alur proses pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Yang terakhir yakni terus memberikan ruang-ruang informasi kepada
perusahaan-perusahaan swasta yang ingin turut berpartisipasi dalam pengadaan
barang dan jasa secara elektronik agar persaingan yang ketat dan sehat
semakin memacu perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan kualitas
terbaiknya untuk kepentingan negara.
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